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ABSTRAK

Nama . Putri Asih Fabiola
Program Studi . Magister Kenotariatan
Judul . Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertipikak M&ilik

Atas Tanah Terhadap Gugatan Dari Pihak Lain (Studi
Kasus Putusan PN Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel)

Tesis ini membahas mengenai kepastian hukum bagegeng Sertifikat Hak
Milik atas Tanah terhadap gugatan dari pihak ldengan menganalisa Putusan
PN Nomor : 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel). Bagaimanauk&n Sertipikat Hak
Milik atas Tanah sebagai alat bukti dalam pengaddan bagaimana hakim
memutuskan pihak mana yang dimenangkan. Metodelipanuyang dipakai
adalah metode yuridis normatif yang merupakan [&nelyang menekankan
pada penggunaan data sekunder berupa norma huktuhsteTeknik analisa
yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitui @kata sekunder yang telah
dikumpulkan dan diolah untuk perumusan kesimpulartulu memperoleh
jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan mengegaskian hukum bagi
pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah terhadagatan dari pihak lain. Di
bagian akhir disimpulkan bahwa penting bagi pemitikah untuk melakukan
pendaftaran tanah dan memiliki Sertipikat Hak Mailas Tanah. Karena di muka
Pengadilan meskipun bukan sebagai alat bukti yamgpky Sertipikat Hak Milik
atas Tanah merupakan alat bukti yang kuat. Peme§arigpikat Hak Milik atas
Tanah meskipun masih dapat digugat oleh pihak &an tetapi memiliki
kekuatan hukum atas haknya selama pihak yang megaggtidak dapat
membuktikan sebaliknya.

Kata Kunci  :Notaris, Sertipikat Hak Milik atas Tdn&engketa Tanah
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ABSTRACT

Name . Putri Asih Fabiola
Study Program . Magister of Notary
Title : The rule of law for the holders of certdie of land

ownership against third party lawsuit (by analyzing
district court decision number 27/Pdt.G/2011/P NSk

This thesis discusses the rule of law for the hwsldef certificate of land
ownership against third party lawsuit by analyzdistrict court decision number
27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. The analysis includestindrea certificate of land
ownership can be determined as evidence beford eodr how judges rule the
prevailing party in the disputéhe researcimethodemployed in this study was
normative juridicalmethodwhich focused on secondary datum of formgalle
principles. Moreover, the analysis technique usedhis thesis was qualitative
analysis. The data source for the analysis wasaell from secondary datum
which had been processed in order to draw a reliedshclusion regarding the rule
of law for the holder of certificate of land ownkeis. In conclusion, the writer
concluded the significance of land registration ahe possession of land
certificate by land owners. Even though, the dedtt of land ownership does not
have absolute and binding verification strength befooeirg it can be formally
admitted as proper evidence in court proceeding. ddrtificate holder is entitled
for his right of ownership, unless other party paove otherwise.

Keywords : Notary, certificate of land ownershigndl lawsuit.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengakuan kepemilikan tanah yang dikonkritkan dersgatipikat sudah lama
terjadi sejak kekhalifahan Turki Usmani sebagaimditi@angkan dalam Pasal 1737
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam. Demikimajdi negara lainnya seperti
Inggris, sertipikat merupakan pengakuan hak-hak ttaah seseorang yang diatur
dalam Undang-undang Pendaftaran Tamhaimqd Registration Act 1935

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undadgng Dasar 1945
adalah negara hukum (konstitusional) yang memberj&eninan dan memberikan
perlindungan atas hak-hak warga negara, antara Halno warga negara untuk
mendapatkan, mempunyai dan menikmati hak rilik.

Dalam teori hak milik beberapa ahli hukum memberikafinisi mengenai hak
mikik. Curzon mendefinisikan hak milik dengpropertyyakni:

The following are examples of many definitions pfoperty”: “The highest
right men have to anything”; “a right over a deteimate thing either a tract of
land or a chattel”; “an exclusive right to contrchn economic good”; “an
aggregate of rights guaranteed and protected bygiheernment”; “everything
which is the subject of ownership”; “a social insiiion whereby people
regulate the acquisition and use of the resourdesuo environment according

! Adrian SutediKekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tabalkti Hak Atas Tanah
(Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2006), him. 1.

2 Adrian SutediPeralihan Hak atas Tanah dan Pendaftaraniyakarta: Sinar Grafika, 2007),
him. 1.
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to a system of rules”; “a concept that refers toethights, obligations,
privileges and restrictions that govern the relasoof men with respect to
things of value™

Hak perorangan/individu atas tanah merupakan huuhgkum dengan bidang
tanah tertentu yang memberi wewenang untuk berbesuatu atas tanahnya yang
bersumber secara langsung atas hak bangsa Indatesianal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 TgnPamaturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (untuk selanjutnya disingkahgien ‘UUPA”), diatur bahwa
untuk menciptakan kepastian hukum oleh Pemeridiatiakan pendaftaran tanah di
seluruh Republik Indonesia yang diatur dengan Bemat Pemerintah. Terhadap
tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberifeandla bukti hak atas tanah, yang
merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilitearah (sertipikat hak atas
tanah). Pendaftaran tanah tersebut meliputi:

a. Pengukuran, Perpetaan,dan Pembukuan Tanabh;

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hatetsebut.

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berkdhagai alat pembuktian
yang kuaf

Salah satu hak atas tanah yang primer adalah Hék. Bierdasarkan UUPA
pengertian dari Hak Milik adalah hak turun temunenkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat keterdalam Pasal 6Selain itu

% L. B. Curzon,Land Law Seventh Edition, (Great Britain: Pearson Educationited, 1999),
him. 8-9.

* Sunaryo BasukiPokok-Pokok Hukum Tanah Nasiondiktat mata kuliah Hukum Agraria

Bagian Pertama, Magister Kenotariatan dan Pertandfekultas Hukum Universitas Indonesia,
(September 2007), him. 9.

® IndonesiajUndang-undang Tentang Peraturan Dasar Pokok Agrddll No. 5, LN No. 104
Tahun 1960, TLN No. 2043, ps. 19 angka (1).
®Ibid., ps. 19 angka (2)

" Ibid., ps. 20 angka (1)
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juga dapat beralih dan dialihkan, dapat dijadikamipan dengan dibebani Hak

Tanggungan, dan jangka waktunya tidak terbatas.

Turun temurun berarti dapat dikuasai tanahnya aetsaus menerus dan akan
beralih karena hukum kepada ahli warisnya. Terkaatterpenuh berarti penguasaan
tanahnya untuk diusahakan maupun untuk keperluambaegun sesuatu selama
peruntukan tanahnya belum dibatasi menurut RenGata Ruang Wilayah yang
berlaku®

Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanging memberikan
kewenangan pada pemiliknya untuk memberikan kenmdsditu hak lain di atas
bidang tanah yang dimilikinya tersebut (dapat bardpk Guna Bangunan, atau Hak
Pakai, dengan pengecualian Hak Guna Usaha), yamgpihasama dengan
kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk mearbdrdk atas tanah kepada
warganya. Hak ini, meskipun tidak mutlak sama pieiapat dikatakan mirip dengan
eigendom atas tanah menurut Kitab Undang-undanguidukPerdata, yang
memberikan kewenangan yang paling luas pada pewydikdengan ketentuan harus
memperhatikan ketentuan Pasal 6 UUPA yang menyatbkhwa semua hak atas
tanah mempunyai fungsi sostal.

Tujuan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 3 ReraRemerintah No. 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu:

1. Untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan flukepada pemegang atas
suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hakaimak/ang terdaftar agar
dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai gemge hak yang
bersangkutan;

2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang hkmekéngan termaksud
pemerintah agar dengan mudah dapat memperolehydatpdi perlukan dalam
mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidaraip tdan satuan-satuan

rumah susun yang sudah terdaftar; dan

8 Sunaryo BasukiPokok-Pokok Hukum Tanah Nasionfalim. 18.

° Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum rtéaKekayaan: Hak-hak atas Tanah, cet. 2,
(Jakarta: Kencana, 2004), him. 30.
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3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanah

Munculnya berbagai kasus pertanahan dalam empatddeierakhir, fenomena
sengketa tanah yang muncul ke permukaan baik sengkéara pemerintah dengan
masyarakat, masyarakat dengan investor, pemerihtalgan pemerintah maupun
masyarakat itu sendiri semakin intensif. Sebagiasab muncul sebagai akibat
pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunamastioftur, industri,
perumahan, pariwisata maupun perkebunan skala. d@islarar Jawa sengketa tanah
terjadi antara masyarakat adat yang mempertahahéknadat atas tanah dengan
pemilik modal besar yang mendapatkan konsesi pahgas hutan, pertambangan,
termasuk pertambangan minyak dan gas bumi, darepgrangan agribisnis dengan
pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Gejala re-clgmii@nah oleh masyarakat
terhadap unit dan aset-aset produktif yang tel@argjun di atasnya, telah terjadi di
hampir seluruh wilayah Indonesia. Munculnya berba@sus pertanahan tersebut
tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan partar (Orde Baru, pada saat itu)
yang banyak bersifat ad-hoc, inkonsisten, ambi&velntara satu kebijakan dengan
yang lain. Struktur hukum pertanahan menjadi turgpardih *°

Studi kasus yang akan dianalisa di sini adalah «asung telah diputus oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 27/Pdt.G/POLIkt.Sel., tertanggal 27
Desember 2011. Pada kasus ini ahli waris dari Atwmar APOEL BATUBARA,
yaitu NY. HAFNI ADRIANA BATUBARA, IRMA SRI BATUBARA, ADRI
NATANAEL BATUBARA (* Tergugat 1”), sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik
No. 389/1972/Bintaro, Gambar Situasi No. 863, tahg$2 Juli 1972 yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tamgerdi Jalan RSC Veteran
Wilayah RT.004/RW.012, Bintaro Jakarta Selatan,gdenluas 11.050 m2 (sebelas
ribu lima puluh meter persegi); telah digugat gbaina ahli waris dari pemilik bidang
tanah yang sama berdasarkan Surat Keputusan Kiespleksi Agraria Jawa Barat
No. 107/D/PLD/VIII/50/64, tertanggal 17 Septemb®&64. Para ahli waris dari para

penggarap tanah tersebut mewaris berdasarkan leeterangan waris yang telah

10 Arie S. Hutagalung,Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukufdakarta: Lembaga
Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), him. 369.
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diketahui oleh Lurah Bintaro dan Camar Pesanggraherdiri dari 5 (lima)

penggugat (Para Penggugat).

Dalam gugatannya Para Penggugat memohon kepadasviggim Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan, sebagai berikut

* Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemiliktsahtanah sengketa seluas
11.050 m? yang terletak di Jalan RSC Veteran Bleklgag (Pool Taxi Express)
RT. 004/RW. 012, Bintaro, Jakarta Selatan;

* Menyatakan bahwa Tergugat |, Kantor Pertanahan paen Tangerang
(“Tergugat 11”) dan Kantor Pertanahan Jakarta Selatarelgugat Il ") telah
melakukan perbuatan melanggar hukum;

» Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik N0.389/197Riro luas 11.050 m? atas
nama Apoel Batubara oleh Tergugat Ill adalah Bathi Hukum sehingga tidak
berlaku sebagai tanda bukti kepemilikan yang sajh pamiliknya atau setidak-
tidaknya memerintahkan kepada pihak terkait (Peteyjadiata Usaha Negara
Jakarta) untuk membatalkan sertifikat tersebut.

Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negekada Selatan menimbang
sebagai berikut:

« Bahwa Tergugat | dalam eksepsi yang menyatakandggatan Para Penggugat
adalah nebis in idem mendalilkan bahwa terhadapelolignah sengketa telah
diajukan perkara bantahan yang tercatat dalam ®Regiperkara perdata
Pengadilan  Negeri Jakarta  Selatan di bawah regist®iomor:
253/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel. yang telah diputus ptateggal 29 April 1999,
dimana Tergugat | bertindak sebagai Pembantah (Bukil) dan yang menjadi
obyek sengketa adalah sebidang tanah dengan I&srtilak Milik Nomor:
389/Bintaro yang setempat dikenal terletak di J&amah Sakit Cacad Veteran
RT. 004/RW. 012;

» Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor P25X8/1998/PN.Jkt.Sel.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatamardabukti T.I-1 menyatakan
bahwa “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangamviemgan sebagaimana

diuraikan tersebut diatas, Majelis berpendapat Retab telah dapat
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membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah yang raeg§asebagai objek
sengketa adalah milik Pembantah (Tergugat I) bardlas sertifikat Hak Milik
No0.839/Bintaro yang semula dibelinya dari DA PRADssuai dengan Akta Jual
Beli N0.061/Agr/1964 tertanggal 30 Juni 1964 yaiilgudt Camat Ciputat selaku
Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Bahwa dalam putusan perkara Nomor : 253/Pdt.G/P308kt.Sel (bukti T.I-1)
yang telah diputus pada tanggal 27 April 1999 tmrsdelah dipertimbangkan
Tanah dengan sertifikat Hak Milik No.389/Bintaroaéah milik Pembantah dan
bahwa tergugat | telah mengajukan permohonan psaerg&onversi kepada
Kepala Kantor Agraria Tangerang dan setelah mepahgses pengumuman setelah
2 (dua) bulan ternyata tidak ada yang mengajukdreratan atas permohonan
pembantah tersebut, kemudian permohonan pembaatsébut dikabulkan dan
pembantah mendapatkan Sertifikat Hak Milik

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan olom
253/Pdt.G/1998/PN.Jaksel. tanggal 29 Juni 2000 t{Buk2), dimana dalam
pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan @ind@Kl Jakarta
menyatakan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkaarnaa tersebut telah tepat
dan benar dan oleh karenanya Pengadilan Tinggehdgpat bahwa pendapat dan
pertimbangan hukum Pengadilan Pertama tersebutbdiaatih dan dijadikan
sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri,reertg@di bagian dari dan telah
masuk dalam putusan ini;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ofom
253/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel. tanggal 27 April 199ukB T.I-1) jo Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 837/Pdt/18&®ggal 29 Juni 2000 (Bukti
T.1-2), telah dikuatkan dengan Putusan MahkamahnggRepublik Indonesia
Nomor : 12 K/Pdt/2003 tanggal 15 Februari 2008 {BUK-3), dengan demikian
atas tanah yang terletak di Jalan Rumah Sakit C¥etefan 01 RT.004 RW.12
telah ada keputusan yang tetap dan telah dipemighaam dan diputuskan sebagai
pemiliknya adalah Tergugat I;
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 Bahwa dalam yurisprudensi putusan Mahkamah AgungiRip Indonesia,
Nomor: 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 dianatdkh hukum “Meski
kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama wnlepgkara yang telah
diputus terlebih dahulu dan telah berkekuatan hukietap maka gugatan
dinyatakan Nebis in Idem”;

 Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangesebut di atas maka
menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakartaatdel bahwa gugatan Para
Penggugat dalam perkara ini telah mengandung UNhesois in Idem;

» Bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat | tentargatgm Para Penggugat Nebis
in ldem patut dikabulkan, maka Majelis Hakim tidp&rlu mempertimbangkan
eksepsi yang lainnya dan mengenai pokok perkardmayas dinyatakan tidak
dapat diterima (Niet Ontcankelijke Verklard);

 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyataté#ak dapat diterima
maka segala biaya yang timbul dalam perkara inelthbkan kepada Para
Penggugat;

Selanjutnya, dengan pertimbangan tersebut di atas ndengingat ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majé¢sikim Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, mengadili:

Dalam Eksepsi
« Mengabulkan eksepsi Tergugat | khusus tentang gogd&ara
Penggugat dinyatakan Nebis in Idem.

Dalam Pokok Perkara

* Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapainahter
*  Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkosugeskbesar
Rp 1.231.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh gaizuRupiah).
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Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penuligim meneliti lebih lanjut
mengenai permasalahan dengan pembatasan masalgh pata bidang Hukum
Pertanahan, yaitu tentang kepastian hukum terhpelaydik sertipikat hak milik atas
tanah. KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK
ATAS TANAH TERHADAP GUGATAN DARI PIHAK LAIN (Studi  Kasus
Putusan PN Nomor : 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel)

B. Pokok Permasalahan

Dengan latar belakang tersebut diatas, maka pelahasadalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana proses pendaftaran hak milik pemegatigikat hak milik atas tanah
Nomor 389/1972/Bintaro?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang#@ttihak milik Nomor
389/1972/Bintaro?

C.Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian
Bentuk penelitian yang digunakan dalam melakukarelitean ini adalah yuridis
normatif, yaitu penelitian yang menekankan padaggenaan data sekunder
berupa norma hukum tertulis sebagai bahan analisiskung dengan studi kasus,
sehingga menghasilkan kesimpulan mengenai kepastiskum terhadap
pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah.

2. Tipologi Penelitian
Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitpenelitian deskriptif
preskriptif. Maksud dari penelitian ini untuk memgleh gambaran yang jelas
tentang kepastian hukum bagi pemegang sertipikathibk atas tanah terhadap
gugatan dari pihak lain dan perlindungan terhadlapkpketiga yang tersangkut.
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3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian iniaddddhta sekunder, yaitu data

yang diperoleh  melalui penelusuran kepustakaamu atakumentasi guna

mendapatkan landasan teoritis terhadap kekuatamnhslertipikat hak milik dari
keputusan Pengadilan Negeri terhadap gugatan dwk pain. Sumber hukum
yang digunakan berupa:

a. Sumber hukum primer yaitu berupa sumber hukumg yaengikat, yaitu
peraturan perundang-undangan yang berguna untukamdandasan hukum
dari penelitian.

b. Sumber hukum sekunder vyaitu sumber pustaka ybegujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai sumber hukum priember hukum
sekunder ini antara lain mencakup hasil penelitiancangan undang-undang,
hasil karya dari kalangan hukum dan literatur-ditar.

c. Sumber hukum tersier yaitu sumber yang memberigatunjuk maupun
penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdagdénd sumber hukum primer
dan sumber hukum sekunder. Sumber yang dipergurdddam penelitian ini
adalah kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi Dokumen
Peneliti mempelajari peraturan perundang-undangang berlaku yang
mengatur mengenai hak milik, pendaftaran tanah mkryelesaian sengketa
pertanahan.

b. Studi Kasus
Peneliti melakukan studi kasus untuk menunjan@ daing yelah diperoleh
melalui studi dokumen.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metodktdtif dari data sekunder

yang telah dikumpulkan dan diolah untuk perumusassirkpulan untuk

memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan
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D. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah serta memberikan gambaran sexseturkihan materi tesis

dengan pembahasannya, maka akan dikemukakan tedabulu tentang sistematika

penulisan sebagai kerangka dasar dalam membahasgaahan. Hal tersebut akan

diperinci dalam 3 (tiga) bab yang terdiri dari betpa sub bab yang akan dijabarkan :

BAB |

BAB I

BAB Il

PENDAHULUAN
Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belgkapokok
permasalahan, metode penelitian yang digunakan, sitematika

penulisan.

ANALISIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM BAGI

PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH
TERHADAP GUGATAN DARI PIHAK LAIN (Studi Kasus

Putusan PN Nomor : 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel)

Bab ini memuat kajian teori dan analisa yang b#akaidengan
kepastian hukum pemegang sertipikat hak milik dengaeninjau
terlebih dahulu tentang hak-hak atas tanah khusudrak milik,
pendaftaran tanah, sertipikat sebagai tanda budi kerdiri dari
pengertian sertipikat, kekuatan pembuktian sesdipilDan analisis
terhadaKasus Putusan PN Nomor : 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel .

PENUTUP
Bab ini membahas dan menarik suatu kesimpulan mlribahasan
dalam bab-bab sebelumnya serta akan diberikan -saran yang

diperlukan berdasarkan hasil penelitian yang dkaku
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BAB Il
ANALISIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG
SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP GUGATAN DA RI
PIHAK LAIN (Studi Kasus Putusan PN Nomor : 27/Pdt.G2011/PN.Jkt.Sel)

A. Tinjauan Umum

1. Hak — hak Atas Tanah
Yang dimaksud dengan penguasaan hak atas tanahadal
“Serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larabggn pemegang haknya
untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihasu&u” yang boleh, wajib
dan/atau dilarang untuk diperbuat itulah yang makap tolak pembeda antara
hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam huknag tnegara yang
bersangkutan:*

Hak atas tanah meliputi semua hak yang diperolegslang dari negara disebut
hak primer dan semua hak yang berasal dari pemetakgatas tanah lain
berdasarkan pada perjanjian bersama, disebut kakder. Kedua hak tersebut pada
umumnya mempunyai persamaan, di mana pemegangrhakhentuk menggunakan
tanah yang dikuasainya untuk dirinya sendiri atatuki mendapat keuntungan dari
orang lain mdalui perjanjian dimana satu pihak memklan hak-hak sekunder pada
pihak lain. Hak atas tanah yang diperoleh dari reegerdiri dari Hak Milik, Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan HadieRdaan. Tiap-tiap hak
mempunyai karakteristik tersendiri dan semua hdrdaftarkan menurut ketentuan

hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

1 Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembetukan Undamdang Pokok Agraria,
Isi, dan Pelaksanaannydilid I, (Jakarta: Djambatan, 1994), hal. 24.
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Dalam UUPA hak-hak penguasaan tanah disusun mehuarkinya sebagai

berikut:

a.

Hak Bangsa Indonesia (pasal 1 ayat 1 UUPA)

Merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat adnatdira bangsa Indonesia

dengan tanah di seluruh Indonesia. Hak ini merapdiak penguasaan atas tanah
yang tertinggi dan merupakan sumber bagi hak-halgyesaan atas tanah yang

lain.

. Hak Menguasai dari Negara (pasal 2 ayat 1 UUPA)

Merupakan hubungan hukum Negara Republik Indordgesigan tanah di seluruh
wilayah Indonesia. Hak ini bermaksud agar NegarguBkk Indonesia dapat
memimpin dan mengatur tanah-tanah di seluruh whildapublik Indonesia atas

nama bangsa Indonesia melalui peraturan perundash@agan.

. Hak Ulayat masyarakat hukum adat sepanjang mekenytataannya masih ada,

merupakan hak penguasaan atas tanah bersama rkasyassyarakat hukum
adat tertentu (pasal 3 UUPA).
Merupakan hubungan hukum yang terdapat antara mesyehukum adat dengan

tanah di lingkungannya.

. Hak-hak perorangan (individual) atas tanah, yardjriedari :

d.1 Hak-hak atas tanah:
- yang primer : Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hakna Usaha dan Hak
Pakai.
- yang sekunder : Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, $@aka, Hak Usaha
Bagi Hasil Hak Gadai dan Hak Menumpang
d.2 Hak atas Tanah Wakaf (pasal 49 UUPA yo PP No&tfin 1977)
d.3 Hak-hak Jaminan Atas Tanah: disebut Hak Tangguiipasal 25,33,39 dan 51
yo 57 UUPA)
d.4 Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (pasal 8 W6l tahun 1985 tentang
Rumah Susun’

12 Sunaryo BasukiPokok-Pokok Hukum Tanah Nasionfaim. 9.
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Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Walkai dan Hak
Pengelolaan merupakan hak atas tanah yang omsail primer yaitu hak atas tanah
yang langsung bersumber pada hak bangsa Indodesiadiberkan oleh negara
berdasarkan permohonan hak. Sedangkan hak gadaiUsiha bagi Hasil, Hak
Menumpang dan Hak Sewa termasuk atas tanah yangtifeatau sekunder yaitu
hak atas tanah yang tidak langsung bersumber pakabangsa Indonesia dan
diberikan oleh pemilik tanah melalui perjanjian feman hak antara pemilik tanah
dengan calon pemegang hak atas tanah yang bersamgku

Sesuai dengan pokok pembahasan kita, maka yangk#ékapahas dan uraikan
secara mendalam disini adalah mengenai hak mildteituan mengenai hak milik
disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA&a&ekhusus diatur dalam Pasal
20 sampai pasal 27 UUPA. Menurut pasal 50 ayal{dpA, ketentuan lebih lanjut
mengenai hak milik diatur dengan Undang-undang. ddgelndang yang
diperintahkan disini sampai sekarang belum tertbentuaka yang berlaku adalah
ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan pangperaturan lainnya sepanjang

tidak bertentangan dengan UUPA.

2. Hak Milik

Dari berbagai macam hak atas tanah tersebut, Haékmerupakan satu-satunya
hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuaamtingkan dengan hak-hak
yang lainnya. Hal ini dipertegas dalam ketentuasaP20 ayat (1) UUPA yang
berbunyi; “Hak milik adalah hak turun temurun, teak terpenuh, yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketemtalam Pasal 6.” ()

Turun temurunartinya hak milik atas tanah dapat berlangsungsteselama
pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meningdania, maka hak miliknya
dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang nmeriesyarat sebagai subjek hak
milik. Terkuatartinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandemgkiengan hak atas
tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tarfemudah dipertahankan dari

gangguan pihak lain, dan tidak mudah hagespenuhartinya hak milik atas tanah
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memberi wewenang kepada pemiliknya lebih luasdibandingkan dengan hak atas

tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak &aah yang lain, dan penggunaan

tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak @inah yang laiff.

Pernyataan di atas mengandung pengertian betapgmgeatan berharganya
menguasai hak atas tanah dengan title “Hak Miligkhy secara hukum memiliki
kedudukan terkuat dan terpenuh sehingga pemilikdaglat mempertahankan haknya
terhadap siapapun. Namun demikian bukan berarivbatifat terkuat dan terpenuh
yang melekat pada hak milik menjadikan hak ini gabdnak yang mutlak, tidak
terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat, karelesmdsituasi dan kondisi tertentu
hak milik ini dapat pula dibatasi. Pembatasan yga@ing nyata diatur dalam
ketentuan UUPA antara lain terdapat dalam pasallgabagai berikut:

-Pasal6: Semua hak atas tanah mempunyai furgsals Seseorang tidak
dibenarkan mempergunakan atau tidak memperguna&knmiliknya
(atas tanah) semata hanya untuk kepentingan pnjdapalagi jika hal
itu dapat merugikan kepentingan masyarakat kares@as dengan asas
fungsi social ini hak milik dapat hapus jika kepegan umum
menghendakinya.

- Pasal 7: Untuk tidak merugikan kepentingan umurakan pemilikan dan
penguasaan tanah yang melampaui batas tidak dizarkan.

- Pasal 17: Dengan mengingat ketentuan dalam pasaka untuk mencapai tujuan
yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luaksimaum dan/atau
minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesudtudnaebut dalam
pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.

- Pasal 18: Untuk kepentingan umum, termasuk Kepgn bangsa dan Negara
serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hakatas dapat dicabut,
dengan memberi ganti kerugian yang layak dan méncea yang
diatur dengan undang-undang.

- Pasal 21 ayat (1): Hanya Warga Negara Indonegiatdnempunyai hak milik.

13 Urip SantosoHukum Agraria & Hak-hak Atas Tangfakarta: Kencana, 2008), him. 90.
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Mengenai keabsahan dan kehalalan hak milik, telkdndl dua asagertama
asas‘Nemo plus juris transfere potest quam ipse hapelftinya tidak seorangpun
dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepaalag dain melebihi hak
miliknya atau apa yang dia punyKiedug asas’Nemo sibi ipse causam possessionis
mutare pote$f artinya tidak seorangpun mengubah bagi dirinteu &kepentingan
pihaknya sendiri, tujuan dari penggunaan objeKfya.

Kedua asas tersebut semakin mengukuhkan kekudtarnieskuat dan terpenuh
hak milik atas tanah. Kewenangan yang luas dariilp@ya untuk mengadakan
tindakan-tindakan di atas tanah hak miliknya, kédgemiliknya untuk selalu dapat
mempertahankan hak miliknya dari gangguan pihak ldan segala keistimewaan
dari hak milik mempunyai nilai keabsahan dan kdhaalgyang dijamin kedua asas
tersebut.

Adapun mengenai jaminan perlindungan dan kepastigkaum bagi hak milik
atas tanah terdapat penegasannya lebih lanjut yeetalui suatu mekanisme yang
dinamakan ‘Pendaftaran Tanah” atau “Recht Kadd&ster.

Hak Milik atas Tanah dapat dimiliki oleh perseorandVarga Negara Indonesia
dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerir@8abagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP Nbald# 1963 yang meliputi:

1. Bank-bank yang didirikan oleh Negara;

2. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yaduglirikanberdasarkan
Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958,

3. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Memierianian/agraria setelah
mendengar menteri agama.

4. Badan Hukum Sosial yang ditunjuk oleh menterrtgmean/agraria setelah
mendengar menteri sosial.

14 Adrian SutediPeralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarantiyakarta: Sinar Grafika, 2008), him.
8-9.

15 Soedharyo SoimirStatus Hak dan Pembebasan Talddkarta: Sinar Grafika, 2004), him. 4.
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Penjelasan umum UUPA menerangkan bahwa dilarandgra@dan hukum
mempunyai hak milik, karena memangnya badan hulkdak perlu mempumyai hak
milik tetapi cukup bagi keperluan-keperluan yangidds yaitu hak-hak lain selain
hak milik.

Dalam menggunakan Hak Milik atas Tanah harus memagtigan fungsi social
dari tanah, yaitu dalam menggunakan tanah tidaghboienimbulkan kerugian bagi
orang lain, penggunaan tanah harus disesuaikaradekgpdaan dan sifat haknya,
adanya keseimbangan antara kepentingan pribadiadekgpentingan umum, dan
tanah harus dipelihara dengan baik agar bertamlesubkran dan mencegah

kerusakannya.

a. Peralihan Hak Milik

Peralihan Hak Milik diatur dalam pasal 20 ayat (RYPA, yaitu Hak Milik
dapat dialihkan dan beralih kepada pihak lain. Ydimgaksud dengan beralih adalah
berpindahnya Hak Milik dari pemiliknya kepada piHaln dikarenakan oleh sebuah
peristiva hukum. Misalnya dengan meninggalnya p&rkibk Milik maka beralihlah
Hak Milik kepada ahli warisnya, selama ahli wariangrsebut memenuhi syarat
sebagai subyek Hak Milik. Beralihnya Hak Milik at@hah yang telah bersertipikat
harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupatea/Keetempat dengan
melampirkan surat keterangan kematian pemilik tarsaty dibuat oleh pejabat yang
berwenang, identitas ahli waris dan sertipikat artarsebut. Pendaftaran ini
bertujuan untuk dicatat dalam Buku Tanah dan dkakuyperubahan nama pemegang
hak dari pemilik tanah kepada ahli warisnya. Prosegendaftaran hak karena
beralihnya Hak Milik atas Tanah diatur dalam Pd2aPP No.24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah jo. Pasal 111 dan Pasal 112 Pekgraria/Kepala BPN No.3
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Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No&@wunT 1997 tentang
Pendaftaran Tandf.

Yang dimaksud dengan dialihkan adalah berpindahigk atas Tanah dari
pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanyausparbuatan hukum. Misalnya
jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan (peras) dalam modal perusahaan,
lelang. Berpindahnya Hak Milik dengan cara dialinkAbuktikan dengan akta yang
dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat AktahT@RBRAT), kecuali lelang
dibuktikan dengan berita acara lelang yang diblelh pejabat dari kantor lelang.
Berpindahnya Hak Milik atas tanah dengan caraugajharus didaftarkan ke Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dica@ihdduku Tanah dan dilakukan
perubahan nama dalam sertifikat dari pemilik tayaig lama kepada pemilik tanah
yang baru. Prosedur pemindahan Hak Milik atas takatena jual beli, tukar
menukar, hibah, penyertaan (pemasukan dalam medasghaan diatur dalam Pasal
37 sampai dengan Pasal 40 PP No.24 Tahun 1997s@ & sampai dengan Pasal
106 Permen Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997.

Bagi pemilik tanah yang tidak memenuhi syarat sabagbyek Hak Milik atas
tanah, maka dalam waktu 1 tahun harus mengalihidnMilik atas tanahnya pada
pihak lain yang memenuhi syarat. Apabila hal idak dilakukan maka tanahnya
hapus karena hukum dan kembali menjadi tanah y&ougghi langsung oleh negara
(Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) UUPA.

b. Terjadinya Hak Milik

Dalam Pasal 22 UUPA Hak Milik atas tanah dapaat@nnelalui 3 cara :

1. Hak milik atas tanah yang terjadi karena hukum adat
Hak milik atas tanah terjadi dengan jalan membuakelt (pembukaan hutan)
atau terjadi karena terjadinya lidah tanaanslibbing.

16 Urip SantosoHukum Agraria & Hak-hak Atas Tanahim. 92.

7 Ibid.
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Pembukaan tanah adalah kegiatan yang dilakukanrasdm&rsama-sama oleh
masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat

Lidah tanah adalah pertumbuhan tanah di tepi suymigaiau atau laut, dimana
tanah yang tumbuh demikian itu dianggap menjadiukgpan orang yang
memiliki tanah yang berbatasan.

Hak milik atas tanah yang terjadi di sini dapataflidrkan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kantor setempat untuk mendapatkan Eettiflak Milik atas tanah.
Hak milik atas tanah yang terjadi menurut Hukum tAd&an diatur dengan
Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yargyimdghkan disini sampai
sekarang belum ada.

. Hak Milik atas tanah yang terjadi karena penetggamerintah

Hak Milik atas tanah yang terjadi di sini semulaasal dari tanah negara.Hak ini
terjadi karena permohonan pemberian Hak Milik &ash oleh pemohon dengan
memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah aii@mtoleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN). Apabila semua persyaratan yarentlikan telah dipenuhi, maka
BPN akan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian(8t&RH). SKPH ini wajib
didaftarkan oleh pemohon kepada Kepala Kantor Rann Kabupaten/Kota
setempat untuk dicatatkan dalam Buku Tanah darbdkan sertifikat Hak Milik
atas tanah. Pendaftaran SKPH menandai telah lahihak milik atas tanah.
Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenangrioitgan SKPH diatur
dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Permen Agraria/Kepala#8l Tahun 1999 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan PembatalartusapuPemberian Hak
atas Tanah Negara. Prosedur dan persyaratan mgigatHiak Milik atas tanah
melalui pemberian hak diatur dalam Pasal 8 sampagah Pasal 16 Permen
Agraria/Kepala BPN No0.9 Tahun 1999 tentang TataaCRemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaa

. Hak Milik atas tanah terjadi karena ketentuan ugdamdang

Hak Milik atas tanah ini terjadi karena undang-urglah yang menciptakannya,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal |, Pasal Ipdsal VII ayat (1) Ketentuan-

ketentuan Konversi UUPA. Terjadinya hak atas tamalatas dasar ketentuan
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konversi menurut UUPA. Penegasan konversi yangshedari tanah milik adat

diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agré@MPA) No.2 Tahun 1962

tentang penegasan dan Pendaftaran Bekas Hak-hakelsid Atas Tanah.

Hak Milik atas tanah juga dapat terjadi melalui :

1. Secara organisir
Terjadinya hak milik atas tanah untuk pertama kalimenurut hukum adat,
penetapan pemerintah dank arena undang-undang.

2. Secara Derivatif
Suatu subjek hukum memperoleh tanah dari subyekrhu&in yang semula
sudah berstatus tanah Hak Milik, misalnya jual ,beelkar menukar, hibah,
pewarisan. Dengan terjadinya perbuatan hukum atawstipva hukum
tersebut. Maka Hak Milik atas tanah yang sudahkatalih atau berpindah
dari subjek hukum yang satu kepada subjek hukurg kn®

Setiap peralihan, pembebanan dengan hak-hak lamhdpusnya hak milik atas
tanah harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabnfkota setempat. Pendaftaran
ini merupakan alat pembuktian yang kuat (Pasal B®A). Pendaftaran tanah untuk
pertama kalinya atas Hak Milik diterbitkan tandaktbuhak berupa sertifikat.
Sertifikat menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan HetakrNo.24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran tanah, adalah surat tanda bukti hakgagbana dimaksud dalam
Pasall9 ayat(2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tahak,pengelolaan, tanah wakaf,
hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tangguggng masing-masing sudah

dibukukan dalam buku tanah yang bersangktitan.

¥pid,, him.96.

19 |bid.
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c. Penggunaan Hak Milik oleh Bukan Pemiliknya

Pada asasnya, pemilik tanah berkewajiban menggonater mengusahakan
tanahnya sendiri secara aktif. Namun demikian, UUR&ngatur bahwa Hak Milik
atas tanah dapat digunakan atau diusahakan oleAnbpkmiliknya. Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 24 UUPA, yaitu penggunasehtédak Milik oleh bukan
pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturarurmangan. Beberapa bentuk
penggunaan Hak Milik oleh bukan pemiliknya, yaitu:

Hak milik atas tanah dibebani dengan Hak Guna Baagu
Hak milik atas tanah dibebani dengan Hak Pakai.

Hak Sewa untuk Bangunan.

Hak Gadai

Hak Usaha Bagi Hasil

Hak Menumpang

Hak Sewa tanah Pertani&h.

N o o bk 0w DdE

d. Pembebanan Hak milik dengan Hak Tanggungan

Menurut pasal 25 UUPA, Hak Milik atas tanah dapgdikan jaminan utang
dengan dibebani Hak Tanggungan. Yang dimaksud deHg& Tanggungan adalah
hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanalgaetana dimaksud dalam
Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturamrDRskok-pokok Agraria
(UUPA), berikut atau tidak berikut benda-benda kmg merupakan satu kesatuan
dengan tanah itu, untuk pelunasan utang terteaty ynemberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap loed#ieditor lain (Pasal 1 angka 1
UU No.4 Tahun 1996)

20 bid., hal. 97.
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e. Hapusnya Hak Milik

Pasal 27 UUPA menyebutkan hal-hal yang menyebabk@usnya hak milik

atas tanah dan tanahnya jatuh kepada Negara, yaitu:

1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18

2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya

3. Karena diterlantarkan

4. Karena subjek haknya tidak memenuhi syarat selbsuggek Hak Milik atas
tanah

5. Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnyanoeh kepada pihak lain
yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak ik tanah.

6. Karena tanahnya musnah, misalnya karena adanyareeatarft

w

. Tinjauan umum pendaftaran tanah

Di bidang-bidang hukum yang lain, tersedia perahdkekum tertulis yang
lengkap, jelas dan mudah diketahui ketentuan-kedemya serta dilaksanakan secara
konsisten oleh para petugas pelaksana, pengadifamdsyarakat sendiri, umumnya
sudah cukup untuk menjamin terwujudnya kepastiakummu di bidang yang
bersangkutan. Di bidang pertanahan, dalam menghakiagus-kasus konkret
pemberian jaminan kepastian hukum belum dapat dikan hanya dengan
tersedianya perangkat hukum yang memenuhi perayayang dimaksudkan.

Dalam hal orang memerlukan tanah, dari ketentudurnoya ia mengetahui
bagaimana cara memperolehnya dan apa yang akaadnalgt buktinya. Jika tanah
yang bersangkutan berstatus hak milik, dia akangetahui bahwa tanah yang
bersangkutan boleh dikuasai dan digunakan tanpas baéktu. Jika memerlukan
uang, dari ketentuan hukum yang bersangkutan, igetehui bahwa tanah yang

dimilikinya itu dapat dijadikan agunan dengan dém@bhak jaminan atau dapat juga

21 |bid., hal.98.
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dijual kepada pihak lain. Tetapi bagi seorang yakan membeli tanah, pengetahuan

mengenai hal-hal tersebut belum cukup untuk sapgdé keputusan membeli tanah

yang ditawarkan kepadanya. Haruslah diperoleh kigpakebih dahulu bahwa tanah
yang akan dibelinya itu tanah yang mana, di manakiga, bagaimana batas-
batasnya, berapa luasnya, bangunan dan/atau tarsgraarang ada di atasnya. Juga
tidak kurang pentingnya untuk memperoleh kepasti@ngenai status tanahnya,
siapa pemegang haknya dan ada atau tidak adanyailhak lain. Semuanya itu
diperlukan untuk mengamankan pembelian yang ak#akukan dan mencegah
timbulnya sengketa di kemudian h&ri.

Keterangan tersebut tidak mungkin diperoleh darrapgkat perundang-
undangan yang tersedia. Karenanya diperlukan pemggaraan kegiatan yang
disebut pendaftaran tanah yang merupakan suatuclegastre, sehingga :

1. Mereka yang mempunyai tanah dengan mudah akan degabuktikan haknya
atas tanah yang dikuasai dan dipunyainya. Kepadeekaemasing-masing
diberikan tanda bukti hak oleh Pemerintah;

2. Mereka yang memerlukan keterangan yang dimaksudkatas, yaitu calon
pembeli dan calon kreditor yang akan menerima tasedfagai jaminan, akan
dengan mudah memperolehnya, karena keterangarahgser tersebut yang
disimpan di Kantor Penyelenggaraan Pendaftaran hTaeabuka bagi umum.
Dalam arti umum boleh mengetahui, dengan melihadisedaftar dan dokumen
yang bersangkutan atau meminta keterangan tertubfigenai data yang
diperlukannya dari kantor tersel5tit.

Baik ditinjau dari segi belum tersedianya perangkakum yang memadai
maupun dari segi terselenggaranya pendaftaran tgawadp baru meliputi sebagian
kecil tanah yang ada dapat dikatakan bahwa bellkmpcadanya jaminan kepastian

hukum?*

2 Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembetukan Undamdang Pokok Agraria Isi
dan Pelaksanaannyajm. 71.

3 |pid.
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a. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum dalam Peraturameffgah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakanebBlendaftaran Tanah adalah
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerinta&tar® terus menerus,
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpylangolahan, pembukuan dan
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan datdigudalam bentuk peta dan daftar
mngenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rsosm, termasuk pemberian
sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya badggig-bidang tanah yang sudah ada
haknya dan hak milik atas satuan rumah susun dwiahak tertentu yang
membebaninya. Berkaitan dengan hal ini terdapat2am asas hukum, yaitu asas
itikad baik dan asasemo plus yurf$
- Asas itikad baik, yaitu bahwa orang yang memgdraesuatu hak dengan itikad

baik akan tetap menjadi pemegang hak yang sah otefmukum. Asas ini
bertujuan untuk melindungi orang yang beritikackbai

- Asas nemo plus yurigaitu bahwa orang tidak dapat mengalihkan halebilel hak

yang ada padanya. Asas ini bertujuan melindungiegamg hak yang selalu dapat
menuntut kembali haknya yang terdaftar atas naapapin.

Dari kedua asas tersebut melahirkan 2 sistem pemdaftanah, yaitu:

- Sistem publikasi positif, yaitu bahwa apa yandaduterdaftar itu dijamin kebenaran
data yang didaftarkannya dan untuk keperluan itagumtah meneliti kebenaran
dan sahnya tiap warkah yang diajukan untuk didedtar sebelum hal itu
dimasukkan dalam daftar-daftar. Jadi kelebihan pé&tam pendaftaran ini adalah
adanya kepastian dari pemegang hak, oleh karenaddudorongan bagi setiap
orang untuk mendaftarkan haknya. Kekurangannyaahdbhhwa pendaftaran
tersebut tidak lancar dan dapat saja terjadi pésudal atas nama orang yang tidak

berhak dapat menghapuskan hak orang yang berhak.

24 |bid.

5 Adrian SutediPeralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannlyn. 117

Universitas Indonesia

Kepastian hukum..., Putri Asih Fabiola, FHUI, 2012



24

- Sistem publikasi negatif, yaitu bahwa daftar umtidak mempunyai kekuatan
hukum sehingga terdaftarnya seseorang dalam daftam tidak merupakan bukti
bahwa orang tersebut yang berhak atas hak yartgdelaftarkan. Kelebihan dari
sistem pendaftaran ini yaitu kelancaran dalam grogedan pemegang hak yang
sebenarnya tidak dirugikan sekalipun orang yandafear bukan orang yang
berhak. Tetapi kekurangannya adalah bahwa orang yardaftarkan akan
menanggung akibatnya bila hak yang diperolehnyadaérdari orang yang tidak
berhak sehingga orang menjadi enggan untuk memkiafthaknya.

Kebijakan hukum tentang pembatasan kepemilikan h&ds tanah yang
diterapkan dalam pasal-pasal UUPA tersebut dalaamda teoritis idealis tampak
mencerminkan cita-cita dari pembentukan UUPA itnds@ yang pada pokoknya
bertujuan untuk:

1. Meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukunmriagn@sional yang akan
merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kelz@mdan keadilan bagi
Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalamkeamgasyarakat yang adil dan
makmur;

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesataankesederhanaan dalam
hukum pertanahan;

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastigkum mengenai hak-hak
atas tanah bagi rakyar keseluruhan.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan tegesdNyang dilaksanakan
oleh Pemerintah untuk kepentingan rakyat, dalangkanmemberikan jaminan
kepastian hukum di bidang pertanahan. Suatu raagKketgiatan mengandung arti
berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftarah, yang berkaitan satu
dengan yang lain, berurutan menjadi satu kesataagkaian yang menuju pada
tersedianya data yang diperlukan dalam rangka mekabe jaminan kepastian
hukum di bidang pertanahan bagi rakyat. Terus-nusnenengadung arti bahwa
pelaksanaan kegiatan tersebut sekali dimulai tialedn ada akhirnya. Data yang
sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipeljlgalam arti disesuaikan dengan

perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, hingtp tsesuai dengan keadaan
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yang terakhir. Teratur mengandung arti bahwa sekeggatan harus berlandaskan

peraturan perundang-undangan yang sesuai, kareslaybaakan merupakan data

bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan pemhbuokiya tidak selalu sama
dalam hukum negara-negara yang menyelenggarakaafperan tanah.

Data yang dihimpun pada dasarnya meliputi dua lgidygantu :

1. Data fisik mengenai tanahnya : lokasinya, bataadpgfa, luasnya, bangunan dan
tanaman yang ada diatasnya;

2. Data yuridis mengenai haknya : haknya apa, siapgegang haknya, ada atau
tidak adanya hak pihak lain.

Wilayah mengandung arti wilayah kesatuan admirssfpandaftaran, misalnya
desa atau kelurahan seperti yang ditetapkan dakatuPan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tanah-tan@mtu menunjuk pada objek
pendaftaran tanah.

Urutan kegiatan pendaftaran adalah “pengumpulartanga, “pengolahan”,
“penyimpanannya” dan kemudian “penyajiannya”. Kémiakegiatan tersebut
meliputi baik data pendaftaran untuk pertama kakupun pemeliharaannya
kemudian.

Berdasar rumusan pengertian dari pendaftaran tdrahs, dapat disebutkan
bahwa unsur-unsur dari pendaftaran tanah yaitu:

a. rangkaian kegiatan, bahwa kegiatan yang di@ku#alam pendaftarantanah
adalah, kegiatan mengumpulkan baik data fisik, mawata yuridis dari tanah;

b. oleh pemerintah, bahwa dalam kegiatan pendafttanah ini terdapat instansi
khusus yang mempunyai wewenang dan berkompeten, (BBtan Pertanahan
Nasional);

c. teratur dan terus menerus, bahwa proses paralaftanah merupakan suatu
kegiatan yang didasarkan dari peraturan perundadgngan, dan kegiatan ini
dilakukan secara terns-menerus, tidak berhenti sangengan seseorang
mendapatkan tanda bukti hak;

d. data tanah, bahwa hasil pertama dari proses aftarmh tanah adalah,

dihasilkannya data fisik dan data yuridis. Dat&kfreemuat data mengenai tanah,
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antara lain, lokasi, batas-batas, luas bangunaa, tsmaman yang ada di atasnya.
Sedangkan data yuridis memuat data mengenai halemgara lain, hak apa,
pemegang haknya, dll;

e. wilayah, bisa merupakan wilayah kesatuan adtnasi pendaftaran, yang
meliputi seluruh wilayah Negara;

f. tanah-tanah tertentu, berkaitan dengan oyekpgadaftaran tanah;

g. tanda bukti, adanya tanda bukti kepernil ikak yang berupa sertipikat
b. Azas Pendaftaran Tanah

Menurut Pasal 2 PP No0.24/97 bahwa pendaftaran tadiédksanakan
berdasarkan pada :

1. Asas sederhana, yang maksudnya agar ketenttemitkan pokoknya maupun
dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak ya&mkepentingan, terutama
pemegang ha katas tanah.

2. Asas aman, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwadafatarn perlu
diselenggarakan secara teliti dan cermat sehinggédniga dapat memberikan
kepastian hukum kepada atau sesuai tujuan peraiatmah itu sendiri.

3. Asas terjangkau, dimaksudkan keterjangkauani bgipak-pihak yang
memerlukan khususnya dengan memperhatikan kebutdiaan kemampuan
golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikaanda rangka
penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa gka@anoleh pihak yang
memerlukan.

4. Asas mutakhir, maksudnya kelengkapan yang maindedam pelaksanaannya
dan berkesinambungan dalam pemeliharaan datanya.y2ag tersedia harus
menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu pediikuti kewajiban
mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan ggaditdi kemudian hari.

Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaanah secara terus

%6 Suhadi dan Rofi WahasisBuku Ajar Pendaftaran TanalSemarang : Universitas Negeri
Semarang, 2008), him. 12-13.
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menerus dan berkesinambungan, sehingga data yarkesimambungan,

sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanaledaussesuai dengan
kenyataan di lapangan, dan masyarakat dapat melepémierangan mengenai
data yang benar setiap saat. Untuk itulah dberkkykila asas terbuka.

c. Landasan Hukum Pendaftaran Tanah

Dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria, ntiledisme hak-hak atas
tanah dihapuskan, dalam memori penjelasan dari UdP#¥atakan bahwa untuk
pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1% Wa#Ag ditujukan kepada
pemerintah agar melaksanakan pendaftaran tanagiwluls wilayah Indonesia yang
bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang far&techt Kadaster, untuk
menuju kearah pemberian kepastian hak atas tateth deatur di dalam Pasal 19
UUPA yang menyebutkan:

(1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemehirdmdakan pendaftaran tanah
diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut katantketentuan yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

(2). Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ihpuate:

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihahdiatersebut.

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yangkertebagai alat pembuktian yang
kuat.

(3). Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan ngaigkeadaan negara dan
masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomrtasekemungkinan
penyelenggaraannya menurut pertimbangan Mentegdrkgr

(4). Dalam Peraturan Pemerintah diatas biaya-bigyag bersangkutan dengan
pendaftaran termasuk dalam ayat 1 diatas, dendgantkan bahwa rakyat yang

tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-léagabut.

%" Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembetukan Undamdang Pokok Agraria Isi
dan Pelaksanaannya)m. 47.
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Kalau di atas ditujukan kepada pemerintah, sebgikpendaftaran yang
dimaksud Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 UUPAukianjkepada para pemegang
hak, agar menjadikan kepastian hukum bagi merekamdarti untuk kepentingan
hukum bagi mereka sendiri, di dalam Pasal tersdifpiaskan :

Pasal 23 UUPA:

Ayat 1. Hak milik, demikian pula setiap peraliharhapusnya dan

pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftankenurut ketentuan-

ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.

Ayat 2: Pendaftaran termasuk dalam ayat 2 merupakanpembuktian yang

kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyaipamatian pembebanan hak

tersebut.

Pasal 32 UUPA:

Ayat 1. Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat eeammya, demikian juga

setiap peralihan dan penghapusan hak tersebuts hdidaftarkan menurut

ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam

Pasal 19.

Ayat 2: Pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakanpembuktian yang

kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak gumeusacuali dalam hak-hak

itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 38 UUPA:

Ayat 1: Hak guna bangunan, termasuk syarat-syaatbpriannya, demikian

juga setiap peralihan dan hapusnya dak tersebuis hadidaftarkan menurut

ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.

Ayat 2: Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupalkat pembuktian yang

kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan sertgasalenalihan tersebut,

kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka wajguerakhirnya.

Dari ketentuan pasal-pasal di atas dapatlah didkapibahwa pendaftaran yang

dilakukan oleh pemegang hak milik, hak guna us&ia& guna bangunan adalah
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merupakan alat pembuktian yang kuat serta untuknysahsetiap peralihan,

pembebanan dan hapusnya hak-hak tersebut.

d. Tujuan Pendaftaran Tanah

Usaha yang menuju kearah kepastian hukum atas teerahntum dalam
ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal yang mengattang pendaftaran tanah, dalam
pasal 19 UUPA disebutkan untuk menjamin kepastiskuim dari hak-hak atas tanah,
UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan fiarata tanah diseluruh
wilayah Republik Indonesia yang bersifat ‘Rech Kadd artinya yang bertujuan
menjamin kepastian hukum, dengan di selenggarakapendaftaran tanah, maka
pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapatgetehui status hukum
daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letals tlan batas-batasnya, siapa yang
empunya dan beban-beban apa yang melekat di atds tiersebut.

Menurut para ahli disebutkan tujuan pendaftaraahialintuk kepastian hak
seseorang, disamping untuk pengelakkan suatu sengkebatasan dan juga untuk
penetapan suatu perpajakan.

a. Kepastian hak seseorang
Maksudnya dengan suatu pendaftaran, maka hak raegedu menjadi jelas
misalnya apakah hak milik, hak guna usaha, hak dpamgunan atau hak- hak
lainnya.

b. Pengelakkan suatu sengketa perbatasan
Apabila sebidang tanah yang dipunyai oleh sesgosadah didaftar, maka dapat
dihindari terjadinya sengketa tentang perbatasankgeena dengan didaftarnya
tanah tersebut, maka telah diketaui berapa luasgrya batas — batasnya.

c. Penetapan suatu perpajakan
Dengan diketahuinya berapa luas sebidang tanaka tmardasarkan hal tersebut
dapat ditetapkan besar pajak yang harus dibayar sgeeorang. Dalam lingkup
yang lebih luas dapat dikatakan pendaftaran itwirsememberi informasi

mengenai suatu bidang tanah, baik penggunaannyaarpaatannya, maupun
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informasi mengenai untuk apa tanah itu sebaiknpardunakan, demikian pula

informasi mengenai kemampuan apa yang terkandudg@ldmnya dan demikian

pula informasi mengenai bangunannya sendiri, heaggunan dan tanahnya, dan
pajak yang ditetapkafy.

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti tersdbatas, maka untuk itu
UUPA melalui pasal-pasal pendaftaran tanah mengatddahwa pendaftaran itu
diwajibkan bagi pemegang hak yang bersangkutan

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah NomoraBdnT1997 dijelaskan
bahwa tujuan dari pendaftaran tanah tersebut adaladmgai berikut::

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan plrligan hukum kepada
pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuah susun dan hak-hak
lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat memiokidirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan.

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihalabihyang berkepentingan
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat meeipedata yang
diperlukan dalam mcngadakan perbuatan hukum menbeteng-bidang tanah
dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

c.  Untuk terselenggaranya tertib administpestanahan.

Di dalam kenyataannya tingkatan-tingkatan dari ndaétaran tanah tersebut
terdiri dari:

a. Pengukuran Desa demi Desa sebagai suatu mampang terkecil.

b. Dari peta Desa demi Desa itu akan mempekiimbermacam-macam hak atas
tanah baik Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna BRavag, Hak Pakai, Hak
Pengelolaan maupun tanah-tanah yang masih dikolesanegara.

c. Dari peta-peta tersebut akan dapat jugatatiké nomor pendaftaran, nomor
buku tanah, nomor surat ukur, nomor pajak, tandasbdan juga bangunan yang

ada di dalamnya.

28 A P.ParlindungarPendaftaran Tanah Di Indones{8andung:Mandar Maju, 1990), him. 6.
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e. Kegiatan Pendaftaran Tanah

Kegiatan Pendaftaran Tanah meliputi kegiatan péagaf tanah untuk pertama
kali dan kegiatan pemeliharaan data yang ters&adaftaran untuk pertama Kkali
adalah kegiatan mendaftar untuk pertama kalinyalael tanah yang semula belum
didaftar menurut ketentuan peraturan pendaftarshtgang bersangkutan.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputibbigang kegiatan, yaitu:

1. Bidang fisik

Bidang yuridis

Penerbitan dokumen tanda bukti hak

Kegiatan di bidang fisik mengenai tanahnya yaittuknmemperoleh data
mengenai letaknya, batas-batasnya, luasnya, bandpamgunan dan/atau tanaman-
tanaman penting yang ada diatasnya. Setelah dipastetak tanah yang akan
dikumpulkan data fisiknya, kegiatannya dimulai demgenetapan batas-batasnya
serta pemberian tanda-tanda batas di tiap sudutbByiguti dengan kegiatan
pengukuran dan pembuatan petanya. Penetapan bédtdsikan oleh PPT,
berdasarkan penunjukan oleh pemegang hak atas tamah bersangkutan, yang
disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yargatasan. Kegiatan teknis-
kadastral ini menghasilkan peta pendaftaan yangkistdan semua tanah yang ada di
wilayah pendaftaran yang sudah diukur. Untuk tiapah yang haknya didaftar
dibuatkan apa yang disebut surat ukur.

Kegiatan bidang yuridis bertujuan untuk memperalata mengenai haknya, dan
ada atau tidak adanya hak pihak lain yang membeyanPengumpulan data tersebut
menggunakan alat pembuktian berupa dokumen danlalaimya.Kegiatan yang
ketiga adalah penerbitan surat tanda bukti haknya.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali ddifstukan melalui dua cara,
yaitu secara sistematik dan secara sporadik. P@ndaftanah secara sistematik
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertamgddd dilakukan secara serentak,
yang meliputi semua objek pendaftaran yang beludaftir dalam wilayah atau

bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Umummgkarsa datang dari
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pemerintah. Pendaftaran tanah secara sporadicha#lafiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali mengenai satu atau beberapakopgedaftaran tanah dalam
wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kedmrabcara individual atau massal,
yang dilakukan atas permintaan pemegang atau pemehnak atas tanah yang

bersangkutan.
f. Sistem Pendaftaran Tanah

Sistem Pendaftaran Tanah terbagi menjadi dua, wéstem pendaftaran akta
dan sistem pendaftaran hak. Tergantung dari apag ydidaftar, bentuk
penyimpanannya dan penyajian data yurudisnya $emduk tanda bukti haknya.
Baik dalam sistem pendaftaran akta maupun sisterdgb@ran hak, tiap pemberian
atau menciptakan hak baru serta pemindahan dangbaménnya dengan hak lain
kemudian, harus dibuktikan dengan suatu akta. Daléita tersebut dimuat data
yuridis tanah yang bersangkutan : perbuatan hukamingknya, penerima haknya,
hak apa yang dibebankan. Sehingga dapat dikatakhweb baik dalam sistem
pendaftaran akta maupun sistem pendaftaran hak, mlerupakan sumber data
yuridis.

Dalam sistem pendaftaran akta, akta-akta itulahg ydidaftar oleh Pejabat
Pendaftaran Tanah (PPT). Dalam sistem pendaftddan BPT bersifat pasif, tidak
melakukan pengujian kebenaran data yang disebarndakta yang didaftar.

Tiap kali terjadi perubahan wajib dibuatkan aktbagmi buktinya. Maka dalam
sistem ini, data yuridis yang diperlukan harus dicdalam akta-akta yang
bersangkutan. Cacat hukum dalam suatu akta dapagakibatkan tidak sahnya
perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta yarmatli kemudian. Untuk
memperoleh data yuridis harus dilakukan apa yasghdit “title search” yang bisa

memakan waktu dan biaya karena diperlukan bantbinMaka diciptakan sistem

29 Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembetukan Undamdang Pokok Agraria Isi
dan Pelaksanaannya, him. 76
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baru yang lebih sederhana dan memungkinkan orangpereleh keterangan dengan
cara yang mudah, tanpa harus mengadtitarsearchpada akta-akta yang ada, yang
disebutregistration of titlesatausistem Torrens.

Dalam sistem pendaftaran hak setiap penciptaan daak dan perbuatan-
perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemugliga harus dibuktikan
dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraasafp@rannya, bukan aktanya
yang didaftar, melainkan haknya yang diciptakan gemubahan-perubahannya
kemudian. Akta hanya merupakan sumber datanya. kUpandaftaran hak dan
perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian disedisguatu daftar isian yang
dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonssnurut PP 10/1961, disebut
buku tanah (Pasal 16f.

Akta pemberian hak berfungsi sebagai sumber datdigywntuk mendaftar hak
yang diberikan dalam buku tanah. Demikian juga akia@indahan dan pembebanan
hak berfungsi sebagai sumber data untuk mendafanbphan-perubahan pada
haknya dalam buku tanah hak yang bersangkutan. tdtadi perubahan tidak
dibuatkan buku tanah baru, melainkan dilakukan g&tannya pada ruang mutasi
yang disediakan pada buku tanah yang bersangksdnelum dilakukan pendaftaran
haknya dalam buku tanah dan pencatatan perubahakewyadian, oleh PPT
dilakukan pengujian kebenaran data yang dimuandalkta yang bersangkutan. Jadi
PPT dalam sistem pendaftaran hak bersifat aktif.

Dalam sistem hak, buku tanah disimpan di kantor B&T terbuka bagi umum.
Sebagai bukti hak, diterbitkan sertifikat yang npetkan salinan register. Dalam
pendaftaran menurut PP 24/1997, sertifikat hak &tash terdiri atas salinan buku
tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu mhakampul dokumen (Pasal 13).
Dalam sistem PP 24/1997, semua data yang terdafaah duku tanah dicantumkan
juga pada salinannya yang merupakan bagian daifiksgr Sebagaimana halnya
dengan buku tanah, jika terjadi perubahan kemudiidak dibuatkan sertifikat baru,
melainkan perubahannya dicatat pada salinan butahteersebut. Maka data yuridis

yang diperlukan, baik data pada waktu untuk pert&adadidaftar haknya maupun

%0 |pid., him. 78.
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perubahan-perubahannya yang terjadi kemudian, demgalah dapat diketahui dari
buku tanah dan sertifikat yang bersangkdtan.

g. Pemeliharaan Data

Pemeliharaan data adalah kegiatan dalam membuata dgang
disimpan/disajikan, baik data fisik maupun dataidiar selalu sesuai dengan
perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, agausssuai dengan keadaan yang
sebenarnya.

Perubahan pada data fisik terjadi jika luas tanahmgrubah, yaitu jika terjadi
pemisahan atau pemecahan bidang tanah yang beusamgkenjadi satuan-satuan
baru. Atau penggabungan bidang-bidang tanah yamgasan menjadi menjadi satu
satuan persil. Perubahan tersebut diikuti dengangtatan pada peta pendaftaran dan
pembuatan surat atau surat-surat ukur baru.

Perubahan pada data yuridis bisa mengenai hakaita, berakhir jangka waktu
berlakunya, dibatalkan, dicabut atau dibebani hak Perubahan juga bisa mengenai
pemegang haknya, yaitu jika terjadi pewarisan, pdahan hak, atau penggantian
nama.

Dalam sistem pendaftaran hak, perubahannya digasdd buku tanah dan
sertifikat hak yang bersangkutan, berdasarkan datag dimuat dalam akta
perubahanny

h. Sistem Publikasi

Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, kepada pgemegang hak atas

tanah diberikan surat tanda bukti hak sehingga gantgehak dapat dengan mudah

31 |bid.

*2bid., hal. 80.
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membuktikan bahwa dialah yang berhak atas tanal pansangkutan. Data yang
telah ada di kantor PPT mempunyai sifat “terbukafjibumum yang memerlukan.
Dengan demikian calon pembeli dan calon kreditopatadengan mudah bisa
memperoleh keterangan yang diperlukannya untuk emaagkan perbuatan hukum
yang akan dilakukan, baik yang diperolehnya ddrabiPPT maupun dari pemegang
hak atas tanah yang bersangkutan. Namun sejauh ki@na@apat mempercayai
kebenaran data yang disajikan itu. Dan sejauh rhakam melindungi kepentingan
orang yang melakukan perbuatan hukum mengenai tarahhaknya sudah didaftar,
berdasarkan data yang disajikan di kantor PPTyaag tercantum dalam surat tanda
bukti hak yang diterbitkan atau didaftar oleh PHKa jkemudian ternyata data
tersebut tidak benar. Hal ini tergantung pada migpeiblikasi apa yang digunakan
dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh nggagebersangkutan. Pada garis
besarnya dikenal dua sistem publikasi, yaitu sisprrblikasi positif dan sistem
publikasi negatif®

Sistem publikasi positif selalu menggunakan sigpendaftaran hak. Maka mesti
ada register atau buku tanah sebagai bentuk peagenpdan penyajian data yuridis
dan serifikat hak sebagai surat tanda bukti hakd&earan atau pencatatan nama
seseorang dalam register sebagai pemegang hakhghnyambikin orang menjadi
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, bukmapen hukum pemindahan
hak yang dilakukan. Yang mana dengan menggunalsd@nsipublikasi positif ini
negara menjamin kebenaran data yang disajikan.gOpateh mempercayai penuh
data yang disajikan dalam register. Orang yang akambeli tanah atau kreditor
yang akan menerima tanah sebagai agunan kredigaan diberikan tidak perlu
ragu-ragu mengadakan perbuatan hukum dengan pamgknamanya terdaftar dalam
Register sebagai pemegang hak. Dalam sistem psabfkeitif, orang yang dengan
itikad baik dan dengan pembayaran memperoleh hak adang yang namanya
terdaftar sebagai pemegang hak dalam Register melapehak yang tidak dapat

diganggu gugat. Dalam sistem ini, dengan beberapggrualian, data yang dimuat

% Ibid.
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dalam Register, mempunyai daya pembuktian yang akutDengan selesainya
dilakukan pendaftaran atas nama penerima hak, @ergebak yang sebenarnya
menjadi kehilangan haknya. la tidak dapat menup&mbatalan perbuatan hukum
yang memindahkan hak yang bersangkutan kepada pe®Dalm keadaan tertentu
ia hanya dapat menuntut ganti kerugian kepada Hegar

Dalam sistem publikasi negatif, bukan pendaftaratapi sahnya perbuatan
hukum yang dilakukan yang menentukan berpindahngk kepada pembeli.
Pendaftaran tidak membuat orang yang memperolesthtadari pihak yang tidak
berhak, menjadi pemegang hakya yang baru. Maka yatg disajikan dalam
pendaftaran dengan sistem publikasi negative tidaleh begitu saja dipercaya
kebenarannya. Negara tidak menjamin kebenaranydatadisajikan. Biarpun sudah
melakukan pendaftaran, pembeli selalu masih mergh&eémungkinan gugatan dari
orang yang dapat membuktikan bahwa dialah pemedakg yang sebenarnya.
Negara yang menggunakan sistem pendaftaran ak&yu seenggunakan sistem
publikasi negatif.

Sistem pendaftaran tanah, bahwa didunia ini dikedal dua model atau jenis
pendaftaran tanah, yaitu: pertama, disebut dengatelhrpendaftaran akta atau "
registration of deeds" yang oleh beberapa penudisggunakan istilah pendaftaran
tanah dengan stelsel negatif atau pendaftaran taegtif dan kedua, pendaftaran
hak atau "registration of title", dimana lazim pdiaebut dengan nama " pendaftaran
dengan stelsel positif* ataupun seringkali diselaystem Torrens. Kedua sistem
pendaftaran tanah ini mempunyai perbedaan—persadwarkelebihan-kekurangan
satu dengan yang lainnya. Secara umum perbeddératgrada wujud dokumen
formal yang dipergunakan sebagai instrument ataupgmbuktian kepemilikan hak
atas tanah. Wujud dokumen formal dalam sistem gtarda tanah dengan stelsel
negatif sebutannya adalah "akta" kepemilikan sedengd dokumen dalam model
pendaftaran tanah dengan stelsel positif sebutaadgtah berupa "sertipikat” hak.
Kedua wujud atau bentuk formal dari kedua modedefent secara yuridis sangat
berpengaruh terhadap eksistensi kekuatan hukum hdérikepemilikan hak atas

tanah. Khusus untuk pendaftaran tanah akta paralipeti Indonesia lebih lazim
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menggunakan terminologi sistem pendaftaran negadtifi stelsel negatif untuk
penyebutan sistem pendaftaran akta, seperti Adduwan, AP. Parlindungan,
demikian juga Boedi Harsono, lebih cenderung menglan istilah tersebut.

Pada hakekatnya kedua lembaga pendaftaran tankhydnag positif maupun
negatif ada persamaan karakter yuridisnya yaituduéie model atau jenis ini
merupakan sebutan lain dari "pendaftaran hak atasht untuk kepentingan
individual pemegang hak dengan tujuan untuk merkaerikepastian hak dan
keamanan hukum bagi pemilik bidang tanah yang eliggjarakan oleh Negara.
Sebagaimana diungkapkan oleh Boedi Harsono, baleti@Sendaftaran tanah baik
dalam sistem pendaftaran akta maupun hak, tiap @eambatau menciptakan hak
baru serta pemindahan hak baru dan pembebananngmarddéak lain kemudian,
harus dibuktikan dengan suatu akta. Dalam aktzldatsdengan sendirinya dimuat
data yuridis tanah yang bersangkutan, perbuatarunhma, haknya, penerima
haknya, hak apa yang dibebankan.

Karakter yuridis yang spesifik dari sistem pendaftaakta fegistration of
deed$ atau sistem pendaftaran negatif ini adalah bathekaimen tertulis atau akta
yang dibuat oleh para pihak (pemilik yang mengalihk yang dilakukan atas
bantuan pejabat umum yang berwenang (seperti Natau pejabat lain seperti ahli
hukum) didaftarkan kepada pejabat yang diberikarwemang untuk itu agar
dicatatkan haknya sebagai pemegang hak atas taarah baru, dan oleh pejabat
pencatat tersebut dicatatkan dalam register (patazabuku tanah), tanpa melakukan
penelitian atas kebenaran akta atau dokumen tegtaig diserahkan. Kelebihan dari
sistem pendaftaran tanah akta ini adalah adanyangamyang diberikan kepada
pemilik yang sebenarnya, dengan kata lain bahwankpatan bagi pemilik atau yang
berhak atas sebidang tanah untuk mengadakan pedawatau tuntutan hukum
terhadap pihak-pihak lain yang telah mendaftarkdary tanah tersebut. Hal mana
tuntutan atau klaim atas bidang tanah tersebutlungdaradilan dengan alat bukti
yang menunjukkan memang yang lebih berhak. Sebaikmahwa dalam system
pendaftaran dengan stelsel negative (akta) dapatednukan beberapa kelemahan

yang oleh beberapa pakar dinilai mendasar. Adaplemiahannya antara lain adalah
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Dalam sistem pendaftaran akta lebih merefleksigdanya ketiadaan jaminan
kepastian hak dan hukum bagi mereka pemegang askaatah dan bagi mereka
yang beretiket baik atas sebidang tanah yang didaftnya.

Sifat pasif dari pejabat pendaftaran tanahinpat bahwa pejabat pendaftaran
tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data)(gking disampaikan oleh
pemohon, sehingga posisi hukum menjadi lemabh.

Dalam sistem pendaftaran akta ini kekuatan imuklte yang didaftarkan tidak
mempengaruhi kekuatan hukum akta lainnya. Bahwdaftaran akte hanyalah
penetapan sekala prioritas sebagai referensi wakdat (tanah) tersebut
didaftarkan dan bukan waktu untuk pelaksanaannya.

Bahwa suatu akta bukanlah bukti hak, namun d&@ahymenunjukan adanya
pencatatan selesainya transaksi dan beralihnyaabgadg ditransaksikan.
Robert TJ. Stein menyatakan bahwa kelemahan dsteérsypendafataran yang
negatif ini antara lain adalah:

Pertama, dokumen yang dibuat oleh ahli hukum yamgatnya untuk
mengalihkan suatu hak atas tanah dibangun sesoganid&ketentuan hukum dan
hubungan hukumnya, untuk menjamin bahwa suatu kieg@m hukum atas
tanah yang diperolehnya hanya bisa jika si pemihlkempunyai hak dan
kemampuan untuk mengalihkan. Suatu akta menjaak tdlid apabila terdapat
pemalsuan atau karena menyalahi peraturan sehipggdihan tersebut tidak
mempunyai pengaruh apa-apa; kedua, adanya kesuhiémahami dokumen-
dokumen lama yang dibuat (sebelumnya) dari sebwatgkaian hak-hak
terdahulu karena adanya perubahan penggunaan badwadarmatnya; ketiga,
pendaftaran akta ini rawan dari kesalahan dan geraaj keempat, dalam sistem
pendaftaran akte ini ketidak pedulian akan pemelitpadahal hal tersebut
diperlukan untuk melacak rangkaian hak-hak yang seleelumnya, dimana
pelacakan tersebut membutuhkan biaya yang besaaga dan menyita waktu,
kadang dibutuhkan tenaga yang profesional yang imBlatam hal jual beli dan
jaminan, membutuhkan setidaknya dua pengujian yhlagukan seperti oleh

penasehat hukum pembeli dan oleh penasehat hukajanpaan. Selajutnya
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masalah lewat waktu bisa memunculkan masalah dindakamen-dokumen
hak mungkin bukan pemilik terakhir, sehingga mereisa saja salah, pada saat
hak tersebut dialihkan; kelima, diperlukan kemanmpkiausus yang disyaratkan
untuk membangun suatu rangkaian hak; keenam, kdésifde yang mengalir
dari suatu pertumbuhan rangkaian hak termasuk pgiarbdak yang asli dari
pemilik-pemilik kemudian; pertimbangan tempat pemyanan dokumen-
dokumen yang relevan dari setiap perjanjian untak ketujuh, kemungkinan
adanya kesalahan. Dengan kata lain Jaminan terhzelapik atau pemegang
hak atas tanah sifatnya tidak mutlak, masih biserdah atau dipertanyakan,
inilah merupakan ciri pokok dari pendaftaran sistesgatif.

Sebaliknya, pertanyaan selanjutnya adalah lalu ilvegen dengan Sistem
pendaftaran hakrégistration of titlg atau sistem stelsel positif atau sistem Torrens
(Torrens Systejn

Bahwa sistem pendaftaran ini merupakan perbaikan penyempurnaan atas
sistem pendaftaran sebelumnya. Sistem ini merupakatu pencatatan hak baik
pencatatannya maupun penyimpanannya menjadi kewenardari lembaga
publik.Karakter yuridis yang spesifik dari sisterengaftaran positif, ini adalah
bahwa:

1. Bidang tanah yang didaftarkan menurut sistendiamggap belum ada haknya.
Hak baru akan lahir setelah dilakukan pengujian genelitian dan diumumkan.
Seperti yang dikemukakan oleh Stein bahwa dalandgfe@aran hak ini hak
hanya dapat diperoleh melalui atau pada saat ditgakpendaftaran atau tercatat
dalam register.

2. Negara memberikan jaminan penuh bagi pemegalgyh yang tercatat
(terdaftar) dalam daftar umum terhadap tuntutamntutan atau claim pihak
ketiga atau siapapun. Jaminan kerugian dari Ndgagapemilik yang mungkin
dirugikan atau adanya kekeliruan atau kesalahaandglendaftaran haknya
bersifat "Indefeasible”. Atau menurut Eugene C. diladersifat absolute dan
tidak dapat diganggu gugat. Setidaknya ada 3 (figamjnan keamanan bagi
tanah yang terdaftar yakni: pertama, berkaitan aermgndanyapfoperty) atau
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tanahnya yang terdaftarthé property registgr kedua, berkaitan dengan

kepemilikan atau penguasaanntfae(proprietorship regist@r ketiga, berkaitan

dengan jaminan hak-hak yang attee(charges registgr

3. Dalam sistem pendaftaran tanah positif ini lpgjayang diberikan kewenangan
melakukan pendaftaran bersifat aktif. Merupakansk&nensi logis dari adanya
jaminan Negara hak yang terbit tidak lagi dapatadggu gugat, tidak ada
tuntutan pihak-pihak lain yang merasa berhak atinlg tanah yang didaftarkan
tersebut. untuk itu maka adanya pejabat yang diselBarister and
Conveyancer" yang dikenal sebagai pejabat pentaui peneliti yang disebut "
examiner of title (pemeriksa alas hak). dalam PP Nbtahun 1961 disebut
sebagai Panitya A atau B, atau semacam panityaik&siddalam PP No. 24
tahun 1997.

4. Dalam sistem pendaftaran hak ini negara mekdorejaminan dana kompensasi
apabila ternyata terdapat kesalahan prosedur daendaftarannya yang
mengakibatkan kerugian bagi pihak yang mungkinhlérhak.

5. Dalam sistem pendaftaran positif ini adalakrbitkannya tanda bukti sekaligus
alat bukti yang diberikan kepada pemegang hak t@ash yang didaftarkan
yaitu berupa " sertifikat hak atas tanah" ataurtifssate of title".

Tidak ada satu pun didunia ini yang sempurna, demifuga dengan sistem
pendaftaran tanah yang positif ini. Sisi lemah datem pendaftaran tanah positif ini
antara lain: Pertama, bahwa setiap pendaftarardaalkperalinan hak dalam sistem
positif ini memerlukan pemeriksaan yang sangati tééin seksama sebelum orang
tersebut didaftarkan sebagai pemilik dalam daftaisini para petugas pendaftaran
harus memainkan peranan yang sangat aktif disanpgrajatan yang cukup. Mereka
harus meneliti apakah hak yang akan didaftar/dgdiken tersebut dapat didaftarkan,
dan mengenai segala persyaratan formil yang haipsnehi oleh orang akan
mendaftarkan haknya; kedua, dalam sistem pendaffasitif ini, karena peran aktif
dari petugas dalam hal penelitian secara terinaniguhkan dan menyebabkan
memakan waktu lama serta panjang, sehingga merkarukesan dipersulit;

Ketiga, sistem ini sangat merugikan bagi mereka pdrak yang benar-benar berhak.
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Bagi mereka yang berhak, tidak menutup kemungkaidean tetap kehilangan hak
atas sebidang tanah atas suatu putusan yang jelasathgkan mereka akan tetapi
akan tetap kehilangan haknya diluar perbuatanngaddaar kesalahannya; keempat,
dalam penyelesaian persoalan maka segala apa ghagasnya menjadi wewenang
Pengadilan ditempatkan dibawah kekuasaan admitifistra

Sistem publikasi yang digunakan UUPA dan PP 24/1&%4ah sistem negatif
yang mengandung unsur positif. Karena pada Pasalya®(2) huruf ¢ dinyatakan
bahwa pendaftaran menghasilkan surat-surat tankka ik, yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat. Dalam sistem publik&gative yang murni tidak aka
nada pernyataan demikian. Yang berarti bahwa peta@risebagai penyelenggara
pendaftaran tanah harus berusaha, agar sejauh mudgtat disajikan data yang
benar dalam buku tanah dan peta pendaftaran. HsgJgana tidak dapat dibuktikan
yang sebaliknya, data yang disajikan dalam bukahaten peta pendaftaran harus
diterima sebagai data yang benar. Baik dalam paabuaukum sehari-hari maupun
dalam berperkara di Pengadilan. Demikian juga derdgta yang dimuat dalam
setifikat hak, sepanjang data tersebut sesuai deymag ada dalam buku tanah dan
peta pendaftaran. Namun, sistemnya juga bukamsigteitif karena dalam sistem
positif, data yang disajikan bukan hanya berlakuagai alat pembuktian yang yang
kuat melainkan mempunyai daya pembuktian yang kutla

Dalam pengenaan IPEDA dan PBB juga diterbitkantqaeagenaan pajak, yang
dalam pemungutan PBB disebut Surat Pemberitahugak Paerhutang (SPPT).
Tetapi karena pengenaannya tidak didasarkan pateyadubungan hukum dengan
tanah yang merupakan obyek pajak, SPPT, demikiga petuk IPEDA, tifak bisa
dipakai sebagai petunjuk bahwa pemegang petuk/SRRbDagai wajib pajak
mempunyai hak atas tanah tersebut. Dalam SPPT tdsdbutkan status hukum
tanahnya. Maka dalam penjelasan Pasal 4 ayat (gpadikan bahwa “Tanda
pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan buiktiliken hak.” Pernyataan
tersebut juga dimuat pada SPPT.
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Dibandingkan dengan pengaturan mengenai cara pémabudanya hak baru
maupun hak lama untuk kepentingan penyelenggaraadaftaran tanah dalam PP
No.10 tahun 1961 maka Pengaturan Penentuan alabakéi untuk menentukan
adanya hak atas tanah baik hak yang baru maupuiydraklama jauh lebih jelas,
tegas dan memberikan kepastian (dalam arti retzdid) pemilik hak yang bermaksud
mendaftarkan haknya tersebut dalam upayanya mengkampbukti-bukti yang ia
miliki/ harus miliki/ butuhkan untuk kepentingannaaftaran hak tersebut.

Kejelasan dan ketegasan tersebut didapatkan dataal P3 yang menentukan
untuk pendaftaran hak.

a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan :

1. Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang bangememberikan hak yang
bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku appéitgerian hak tersebut
berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaa

2. Asli akta PPAT yang membuat pembenaranhak tetseleh pemegang hak
milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabdagenai hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai atas tanah hak milik.

b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetaparb@eam hak pengelolaan oleh
pejabat yang berwenang.

c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar walyaiyu akta/ ikrar wakaf yang
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf sebzysa dimaksud dalam
peraturan pemerintah No.28 tahun 1977, tentang kdfeva tanah milik.
Pendaftaran pertama tanah wakaf adalah ditinjau slmlut objeknya sebagai
tanah wakaf meskipun bidang tanah yang bersangksérelumnya sudah
didaftar sebagai tanah milik, tentunya pendaftémaah milik tersebut dihapus.

d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikargderakta pemisahan.

Hak miliki atas satuan rumah susun adalah hak geamiindividual atas satuan
rumah susun tertentu yang meliputi dan merupakén lessatuan yang tidak
terpisahkan dengan hak bersama atas apa yang tdisaiian bersama, benda

bersama dan tanah bersama, tempat bangunan rusahigudidirikan.
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Pembukuan hak milik atas satuan rumah susun didaklderdasarkan akata
pemisahan yang menunjukkan satuan rumah susunmang yang dimilik dan
beberapa bagian proposal pemiliknya atas bendaabgadg dihaki bersama
tersebut. Yang dimaksud dengan akte pemisahan aetmtp dimaksudkan
dalam undang-undang No.16 tahun 1985 tentang rusnahbn-vide Pasal 7
ayat3.

e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan denganpktdberian hak tanggungan.
Yang dimaksud dengan akta pemberian hak tangguadalah akta pemberian
hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undalaggiNo.4 tahun 1996
tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-gang berkaitan dengan
tanah —Akta PPAT.

Ditinjau dari hukum pembuktian yang berlaku di Indsia sebagaimana tertera
dalam Kitab undang-undang hukum perdata maupun Rdgemen Hukum Acara
Indonesia maka penentuan alat-alat bukti terseblsind Pasal 23 PP No.24 tahun
1997 sudah maksimal karena alat-alat bukti terseterupakan bukti otentik yang
sempurna/ cukup disini adalah cukup untuk membaktikadanya hak yang
terkandung dalam surat bukti tersebut tidak peringajukan bukti lain, tentu tetap
ada kewajiban dari pihak penilai yaitu Kepala karn@ertanahan untuk meneliti
apakah pejabat yang menerbitkan surat bukti tetdsmar Pejabat yang berwenang
dan bahwa peraturan hokum yang dijadikan dasarripiésie surat tersebut pada saat
itu masih berlaku.

Untuk keperluan pendaftaran hak lama cara pembuktianya hak tersebut dan
penentuan alat-alat buktinya ditentukan dalam P&dgalPP No.24 tahun 1997
menentukan :

Ayat 1.

Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanay parasal dari konversi hak-hak
lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenangdahak tersebut berupa bukti-
bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataang bersangkutan yang kadar

kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftéanah secara sistematik atau
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oleh Kepala Pertanahan dalam pendaftaran tanamassparadic dianggap cukup

untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-ak fp@in yang membebaninya.

Penjelasan:

Ayat 1 ;

Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dariktbukepemilikan atas nama

pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan aphbiatersebut kemudian

beralih bukti peralihan hak berturut-turut sampai tangan pemegang hak pada
waktu dilakukannya pembukuan hak.
Alat-alat bukti tertulis yang dimaksud dapat berupa

a. Grosse Akta eigendom yang diterbitkan berdasarkver schrijy vings
ordonantie (staatsblad 1834-27) yang telah dibubcdtiatan, bahwa hak
eigendom yang bersangkutan dikonversikan menjadiiik.

b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan Isardlan over schrijy vings
ordonantie 9staatsblad 1834-27) sejak berlakuny@paatanggal pendaftaran
tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintal® rk®61 di daerah yang
bersangkutan atau

c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkanrdsesarkan peraturan swapraja
yang bersangkutan atau

d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkPeraturan Menteri Agraria
tahun 1959 atau

e. Surat keputusan Pemerintah hak milik dari Rejatlang berwenang, baik
sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA yang tidakrtii kewajiban untuk
mendaftarkan hak yang diberikan tetapi telah dipesemua kewajiban yang
disebut di dalamnya atau

f. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangang dibubuhi tanda
kesaksian oleh Kepala adat/Kepala desa/keluraharg ydibuat sebelum
berlakunya peraturan pemerintah ini atau

g. Akta Pemindahan ha katas tanah yang dibuat PIRAT yang tanahnya belum
dibukukan atau
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h. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibus¢belum atau sejak mulai
dilaksanakannya peraturan pemerintah No.28 tahdni &€u

I. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat lelgagg berwenang yang tanahnya
belum dibukukan atau

j.  surat penunjukan atau pembelian kaveling tgmatgganti, tanah yang diambil
oleh Pemerintah Daerah atau

k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekidan verpending Indonesia,
sebelum berlakunya PP No.10 tahun 1961 atau

I.  Surat keteranganriwayat tanah yang pernah tibleh kantor Pelayanan Pajak

Bumim dan Bangunan atau
m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis demgama apapun juga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal Il, Pasal IV dan Pasal Viéktean-ketentuan Konversi

UUPA.

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkapuatislak ada lagi pembuktian
kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangaksisatau pernyataan yang
bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannyarmgandapat panitia ajudikasi
dalam pendaftaran tanah secara sistematik atauakdé@ator pertanahan dalam
pendaftaran tanah secara sporadik.

Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cail@pberi kesaksian dan

mengetahui kepemilikan tersebut.
4. Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak
a. Pengertian Sertipikat
Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak atashtasuatu pengakuan dan
penegasan dari negara terhadap penguasaan tarsmh pecorangan atau bersama

atau badan hukum yang namanya ditulis di dalamrara skkaligus menjelaskan

lokasi, gambar, ukuran dan batas-batas bidang tensdbut.
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Menurut definisi formalnya dikatakan bahwa “Sekadiadalah surat tanda bukti
hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (@) @WUPA untuk hak atas
tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atsan rumah susun dan hak
tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dabaku tanah yang
bersangkutan.” (Pasal 1 angka 20 PP 24/1997 tefandaftaran Tanah).

Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA yang disebut dalafimi$i di atas menegaskan
bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak yseriaku sebagai alat pembuktian
yang kuat. Sedangkan yang dimaksud dengan “hakatalk” dalam definisi tersebut
adalah “macam-macam hak atas permukaan bumi, ysepud tanah, yang dapat
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orand sandiri maupun bersama-sama
dengan orang-orang lain serta badan hukum, yaitunfibk, hak guna usaha, hak
guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membu#h,thak memungut hasil hutan
dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-temgebut diatas yang akan
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-haksytatgya sementara seperti : hak
gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dasdvek tanah pertanian.”

Sertipikat hak atas tanah hak milik wajib berisiRabagian utama, yaitu Salinan
Buku Tanah dan Surat Ukur. Semua bagian-bagian skatipikat tersebut ada
arsipnya dan dipelihara baik-baik di Kantor Perteama Untuk menjamin keamanan,
kepastian dan perlindungan hukum bagi para perséditipikat, Kantor Pertanahan
menyelenggarakan suatu penatausahaan pendaftanah w@engan antara lain
menyelenggarakan, menyimpan dan memelihara apa gmsefput dengan Daftar
Umum.

Daftar umum yang dimaksud dalam pendaftaran taewthrit dari daftar tanah,
daftar nama, daftar buku tanah dan daftar surat ydmg merupakan hasil kegiatan
pendaftaran tanah desa demi desa atau sporadin datgka pelayanan masyarakat.

Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yaerguat data yuridis dan

data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sadathaknya?

*Benny BosuPerkembangan Terbaru Sertipikdiakarta: Mediatama Saptakarya, 1997), him. 1.
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Surat ukur adalah akta autentik yang secara jelsgoraikan objek hak atas
tanah, letak, luas, tanda dan petunjuk batas demgaeya>

Jadi isi sertipikat adalah salinan buku tanah daatsukur yang dijadikan satu
buku dan disampul menjadi sebuah dokumen danidiifaed Sertipikat.

b. Tata Cara memperoleh Sertipikat Hak Atas Tanah

Langkah-langkah untuk memperoleh Sertipikat hak t#aah negara yang sudah
ada Surat Keputusan Pemberian Haknya adalah sdisdait :
1. pemohon melaksanakan pembayaran kepada beadainakhusus di Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yaitu :

a. Uang pemasukan kepada negara atau uang adasnisgsarnya 2% X
luas tanah x harga tanah/m2, diserahkan ke Kantdays#h BPN
Propinsi setempat.

b. Biaya pendaftaran hak

c. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPET5% dari nilai
jual — Rp 60 juta (regional).

2. Setelah kewajiban tersebut pada angka 1 dilaksa, Kantor Pertanahan
membuat sertipikat hak atas tanah tersebut.
3. Sertipikat tersebut kemudian diserahkan kegadg berhak.

Sertipikat hak atas tanah bekas milik adat, digérdengan 2 cara, yaitu :

1. Konversi langsung
Yang termasuk dalam proses ini adalah tanah beldsadat yang sudah
ada tanda bukti pemiliknya yang asli dan pembuatamilakukan sebelum
tanggal 24 September 1960 serta pemiliknya padaktuwaitu
berkewarganegaraan Indonesia tunggal.
Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memparséripikat hak atas

tanahnya adalah sebagai berikut :

% |bid.
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Pemilik/ahli warisnya atau pembeli tanah tersebuengajukan
permohonan tertulis ke Kantor Pertanahan setempangash
menggunakan formulir/blanko yang tersedia untuk itu
Permohonan tersebut dilengkapi dengan :
a. Surat bukti yang menjadi alas hak antara laingze:
- Girik/Leter C
- Surat-surat asli jual beli, tukar menukar, hilzdhu surat warisan
(pembagian waris)
. Surat keterangan riwayat tanah dari Lurah gea¢m
. Surat pernyataan tidak dalam sengketa darilfremi
. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku daggdiisir.
. Kartu Keluarga.

-~ 0O O O T

PBB (Pajak Bumi dan bangunan)
. Surat Kuasa dan KTP (bila dikuasakan)

= (o]

. SKBRI dan surat pernyataan ganti nama (apabidaigav negara
keturunan asing).

Setelah surat-surat lengkap, kemudian permahatienasukkan ke

Kantor Pertanahan setempat melalui loket yang iikem.

Kantor Pertanahan melakukan pengukuran (apdislam ada surat

ukur/gambar situasi).

Kemudian permohonan itu diumumkan selama 2 nbuda Kantor

Pertanahan, Kantor Kecamatan dan Kantor Kepala/Relsgsahan letak

tanah.

Setelah 2 bulan berlalu dan tidak ada yangdbenatan terhadap isi

pengumuman tersebut, pemohon diminta untuk memHeRHETB.
Apabila sudah lunas, Kantor Pertanahan mengpkann/menyelesaikan

sertipikat Hak Milik tanah dimaksud.

Sertipikat kemudian diserahkan kepada yangaierh

2. Penegasan Konversi/Pengakuan Hak
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Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempaérséripikat hak atas

tanahnya adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan kepada Kepala Kantor Wil@rapinsi melalui
kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempaadengnggunakan
formulir/blanko yang tersedia untuk itu.

2. Permohonan dilengkapi dengan :

a. Surat-surat bukti yang ada dan berkaitan denggamilikan tanah
tersebut.

b. Surat keterangan riwayat tanah dari Kepala Beg@la Kelurahan
letak tanah.

c. Surat pernyataan tidak sengketa dari pemohon.

d. Fotokopi KTP pemohon.

3. Permohonan tersebut dimasukkan ke Kantor Reréamsetempat melalui

loket dengan membayar :

- biaya pendaftaran

- uang pemasukan ke negara

- BPHTB

Setelah itu panitia pemeriksaan tanah memetatsgh yang dimohon.
Permohonan tersebut diumumkan selama 2 bulamrbieturut di Kantor
Pertanahan, Kantor Kecamatan dan Kantor kelura¢tempat.

6. Setelah tenggang waktu 2 bulan berlalu dark tdia keberatan terhadap
isi pengumuman dimaksud, maka Kepala Kantor Pertananeneruskan
dan mengusulkan permohonan tersebut ke Kantor @hi8PN Propinsi
guna mendapat penegasan/pengakuan hak dimaksud.

7. Kepala kantor Wilayah BPN Propinsi kemudian meksa
permohonannya. Apabila tidak ada keberatan, KaBRIN menerbitkan
Surat Keputusan Penegasan Konversi/pengakuan hdik mmdat

dimaksud.
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8. Salinan Surat Keputusan tersebut diserahkamadeepemohon untuk
selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pertanahan yangngmm
permohonan itu.

9. Setelah biaya-biaya yang berkenaan dengan fierada tersebut
dilunasi, kantor Pertanahan menerbitkan sertigitek Milik.

10. Sertipikat kemudian diserahkan kepada yangaiegipemohon).

c. Sertipikat Sebagai Alat Bukti Yang Kuat

Kegunaan setipikat :

1. Memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atehthaik oleh manusia
secara perorangan maupun oleh suatu badan hukum.

2.  Memberikan bukti autentik bahwa orang yang teraantmamanya dalam
sertipikat tersebut adalah pemegang hak sesungguhny

3. Memberikan kepastian mengenai subjek dan objekdtak tanah serta status
hak atas tanah tersebut.

Singkatnya dengan adanya sertipikat tersebut akamhbmarikan kekuatan
pembuktian yang kuat bagi orang yang tercantum ngendalam sertipikat tersebut
manakala suatu ketika terjadi sengketa perdateediigangan pengadilan Negeri.
Walaupun demikian tidak selamanya bahwa pemegamgipesertipikat harus
dimenangkan dalam persidangan, sebab pendaftanah @ Indonesia menganut
sistem dimana terhadap pemegang/pemilik sertipilapat diajukan gugatan
manakala data awal penerbitan sertipikatnya mengandacat yuridis misalnya akta
PPAT seperti jual beli, hibah, tukar menukar cabakum hingga kehilangan
kekuatan hukumnya, maka dalam hal ini bisa sajadigpemegang/pemilik sertipikat
dinyatakan kalah oleh Pengadilan negeri. Dan pjseilg menang dapat mengajukan
surat permohonan kepada Menteri Negara Agrarialdep8PN untuk
membatalkan/mencabut pemberian sertipikat terselamt selanjutnya diterbitkan

sertipikat yang baru bagi pemohon tersebut.
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Dalam praktek sekarang ini tidak jarang terjadbitedua atau lebih sertipikat
tanah di atas sebidang tanah yang sama yang meagaa ketidakpastian hukum
bagi pemegang hak-hak atas tanah yang sangatdidakapkan dalam pelaksanaan
pendaftaran tanah di Indonesia.

Dengan adanya sertipikat akan menambah kepercayasgarakat di dalam
lalu lintas hukum misalnya jual beli, tukar menukkm lain-lain. Selain itu akan
menambah nilai jual atas tanah dibandingkan hak tat@ah yang hanya didasarkan
kepada bukti-bukti lainnya, karena bukti-bukti yalgnnya tersebut masih perlu
banyak ditingkatkan pengurusannya, masih  banyakgsiearkan dana dan
membutuhkan banyak waktu hingga suatu saat akarparefeh sertipikat.

Demikian pentingnya peranan sertipikat sehinggai&&n pembuktiannya tidak
hanya berlaku terhadap pihak luar tetapi juga merygudaya kekuatan internal,
yakni memberikan rasa aman bagi para pemegangrgapsea ahli warisnyz.

Untuk keperluan pencabutan/pembatalan suatu detipitanah harus
dipersoalkan terlebih dahulu ke persidangan Pelagadiegeri untuk menentukan
pihak mana yang berhak atas tanah yang bersangik{eanali dalam hal kekeliruan
yang menyangkut teknik kadastral, maka cukup aklaat@lkan oleh Menteri Dalam
Negeri melewati kepala Kantor Agraria Kotamadya/i{aditen setempat.

Sehubungan dengan penilaian terhadap siapakah pangak atas tanah
bersengketa yang telah diterbitkan sertipikat gatda sehubungan dengan penilaian
berkenaan dengan sertipikat tanah di satu pihakwaal bukti kepemilikan tanah di
lain pihak karena tanahnya belum didaftarkan hakmayey tidak jarang pula terjadi,
dalam persengketaan perdata di Pengadilan Negerandgi semua pihak minta
dinyatakan sebagai pemilik hak atas tanah yangnsaturut hukum, maka dirasa
perlu ditelaah sampai sejauh mana kekuatan hukutipikat tanah sebagai tanda
bukti hak atas tanah.

Pasal 137 HIR/Pasal 163 Rbg telah memberikan kekmizg kepada kedua
belah pihak yang berperkara untuk saling dapat mansupaya diserahkan kepada

% |bid., him. 5.
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Hakim surat-surat yang digunakan sebagai bukti pipak lawan dapat mengetahui
tentang isinya. Tentunya surat-surat yang diminteakppihak itu hanyalah surat-
surat yang ada hubungannya dengan persengketagrsgdang diperiksa itu yaitu
untuk membuktikan sesuatu soal, misalnya saja daéargketa pemilikan tanah, para
pihak akan menyerahkan tanda bukti hak masing-mgdmik yang berupa surat bukti
sertipikat tanah atau jika tanahnya belum didafkan menyerahkan surat bukti segel
tanah dalam rangka guna meneguhkan dalil gugatdrddatahan masing-masing
pihak. Kepada hakimlah yang akan memberikan panilaerdasarkan pemeriksaaan
yang teliti ditambah dengan bukti-bukti lain antéman keterangan saksi-saksi dan
bukti-bukti lainnya menurut Hukum Pembuktian.

Untuk mengetahui gambaran sampai sejauh mana leekuakum suatu
sertipikat tanah, maka kita tilik kembali sifat dapendaftaran tanah yang
disselenggarakan di Indonesia untuk menjamin kggabukum. Jaminan kepastian
hukum disini adalah untuk menghindari terjadinyagybitan sertipikat tanah bukan
kepada orang yang tidak berhak (bukan pemilik). &hgdundang Pokok Agraria
dalam pelaksanaan pendaftaran tanah menganut sistgatif dengan unsur positif.
Menurut sistem negatif segala apa yang tercantdamdsetipikat tanah adalah benar
sampai dapat dibuktikan keadaan yang sebaliknyaua Pengadilan Negeri.

UUPA kemudian menjabarkan lebih lanjut tentang esistnegatif ini
sebagaimana tercermin dalam Pasal 19 ayat (2) harddUPA yang telah
menegaskan bahwa surat-surat tanda bukti hak yaeglan itu berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat. Kata “kuat” dalam hubungarggagan sistem negatif adalah
berarti “tidak mutlak” yang berarti bahwa sertigikanah tersebut masih mungkin
digugurkan sepanjang ada pembuktian yang sebalikygag menyatakan
ketidakabsahan sertipikat tanah tersebut. Dengamkae sertipikat tanah bukanlah
satu-satunya surat bukti pemegangan hak atas tiaraloleh karena itu masih ada
lagi bukti-bukti lain tentang pemegangan hak ateslh antara lain dalam kasus ini
adalah SK Kinag.

Oleh karenanya adalah tidak benar bila ada angdagiama dengan memegang

sertipikat tanah berarti pemegang sertipikat tersadalah mutlak pemilik tanah dan
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la pasti akan menang dalam suatu perkara karetipils#r tanah adalah alat bukti
satu-satunya yang tidak tergoyahkan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat yakatéam putusannya
tanggal 18 September 1975 Nomor 459 K/Sip/1975 gesiean bahwa :

“Mengingat stelsel negatif tentang register/peradaft tanah yang berlaku di
Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang dmdedgister bukanlah berarti
absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabiladieétbsahannya dapat dibuktikan

oleh pihak lain.”

B. Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negér Nomor
27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

1. Duduk Perkara
Pada kasus ini ahli waris almarhum APOEL BATUBARAIity NY. HAFNI

ADRIANA BATUBARA, IRMA SRl BATUBARA, ADRI NATANIEL

BATUBARA sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik Nom8&89/1972/Bintaro,

Gambar Situasi Nomor 863, tanggal 12 Juli 1972 ydikgluarkan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Tangerang, di Jalan RSC Yetéiayah RT.004/RW.012,

Bintaro Jakarta Selatan, dengan luas 11.050 m2elgsebibu lima puluh meter

persegi); telah digugat oleh pemilik bidang tanahgysama:

1. Penggugat | (MUSLIH) adalah ahli waris dari almarnDOSAIN berdasarkan
Surat Keterangan Waris yang dibuat pada tanggaDRbber 2008 diketahui
Ketua RT.004/RW.010 diketahui Lurah Bintaro No.113011.1 tanggal 21
Desember 2010 dan diketahui Camar PesanggrahariMb.b11.1 tanggal 28
Desember 2010.

Almarhum NOSAIN berdasarkan SK KINAG No.107/D/PLDI¥0/64 dalam
lampiran SK tersebut terdaftar dalam register N® @&ngan luas 1.430.M

2. Penggugat Il (H.AMID) adalah ahli waris dari almanin SARIP berdasarkan
Surat Keterangan Waris yang dibuat pada tanggaDRbber 2008 diketahui
Ketua RT.004/RW.01 diketahui Lurah Bintaro No0.12611.1 tanggal 21
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Desember 2010 dan diketahui Camar Pesanggrahaii3b.B11.1 tanggal 28
Desember 2010.
Almarhum SARIP berdasarkan SK KINAG No.107/D/PLDX80/64 dalam
lampiran SK tersebut terdaftar dalam register No.@ngan luas 2.466.M

3. Penggugat Ill (BARUDIN) adalah ahli waris dari ahimam DIPAH berdasarkan
Surat Keterangan Waris yang dibuat pada tanggaDdber 2001 diketahui
Lurah Jelupang No0.31/1.711.1 dan diketahui Camarrpdde Utara
No0.37/1.711.1.
Almarhum SARIP berdasarkan SK KINAG No.107/D/PLDif¥80/64 dalam
lampiran SK tersebut terdaftar dalam register N @2ngan luas 2.880.M

4. Penggugat IV (ROHMAN) adalah ahli waris dari almarh SURING
berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat madggal 27 Nopember
1994 diketahui Lurah Jurang Mangu No.77/1.711.1diketahui Camar Pondok
Aren No.101/1.711.1.
Almarhum SURING berdasarkan SK KINAG No.107/D/PLDIX60/64 dalam
lampiran SK tersebut terdaftar dalam register No @&ngan luas 2.432.M

5. Penggugat V (M.SAIR) adalah ahli waris dari almanhii.ABD KADIR
berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat paaggal 29 Juli 1998
diketahui Lurah Bintaro No0.31/1.711.1 dan diketalimmat Pesanggrahan
No0.37/1.711.1.
Almarhum M.ABD KADIR berdasarkan SK KINAG No.107/BLD/VIII/50/64
dalam lampiran SK tersebut terdaftar dalam regidter317 dengan luas
2.772.M
Dalam gugatannya Para Penggugat memohon kepadésviégéim Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan, sebagai berikut:

 Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilikatah tanah sengketa
seluas 11.050 m? yang terletak di Jalan RSC VetBtak Gedong (Pool Taxi
Express) RT. 004/RW. 012, Bintaro, Jakarta Selatan;
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Menyatakan bahwa Tergugat |, Kantor Pertanahan patea Tangerang
(“Tergugat II”) dan Kantor Pertanahan Jakarta Selatdarefgugat 111 ") telah
melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik N0.389/197Rfaro luas 11.050 m?2
atas nama Apoel Batubara oleh Tergugat 11l adaktialBdemi Hukum sehingga
tidak berlaku sebagai tanda bukti kepemilikan yaag bagi pemiliknya atau
setidak-tidaknya memerintahkan kepada pihak terfReingadilan Tata Usaha
Negara Jakarta) untuk membatalkan sertifikat terseb

Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeakada Selatan
menimbang sebagai berikut:

Bahwa Tergugat | dalam eksepsi yang menyatakan d&apugatan Para
Penggugat adalah nebis in idem mendalilkan bahwaadap obyek tanah
sengketa telah diajukan perkara bantahan yangtatrdalam Register perkara
perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawegister Nomor:
253/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel. yang telah diputus piofggal 29 April 1999,
dimana Tergugat | bertindak sebagai Pembantah (Bukl) dan yang menjadi
obyek sengketa adalah sebidang tanah dengan Igsrtifiak Milik Nomor:
389/Bintaro yang setempat dikenal terletak di J&amah Sakit Cacad Veteran
RT. 004/RW. 012;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor
253/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel. Majelis Hakim Pengadidegeri Jakarta Selatan
dalam bukti T.I-1 menyatakan bahwa “Menimbang bahbardasarkan
pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikaseldet diatas, Majelis
berpendapat Pembantah telah dapat membuktikarbdaldhannya bahwa tanah
yang sekarang sebagai objek sengketa adalah nelikbBntah (Tergugat I)
berdasarkan sertifikat Hak Milik No.839/Bintaro gasemula dibelinya dari DA
PRADJA sesuai dengan Akta Jual Beli No.061/Agr/19é#tanggal 30 Juni
1964 yang dibuat Camat Ciputat selaku Pejabat Patvkia Tanah.

Bahwa dalam putusan perkara Nomor : 253/Pdt.G/P308kt.Sel (bukti T.I-1)
yang telah diputus pada tanggal 27 April 1999 tarséelah dipertimbangkan
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Tanah dengan sertifikat Hak Milik No.389/Bintarcaéh milik Pembantah dan
bahwa tergugat | telah mengajukan permohonan peargkonversi kepada
Kepala Kantor Agraria Tangerang dan setelah melpfoses pengumuman
setelah 2 (dua) bulan ternyata tidak ada yang nuekeya keberatan atas
permohonan pembantah tersebut, kemudian permohpearantah tersebut
dikabulkan dan pembantah mendapatkan SertifikatNiik

Bahwa  Putusan Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan ofiNom
253/Pdt.G/1998/PN.Jaksel. tanggal 29 Juni 2000 t{Blik2), dimana dalam
pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan @in@pKIl Jakarta
menyatakan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkaima tersebut telah
tepat dan benar dan oleh karenanya Pengadilan iTlggpendapat bahwa
pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Peté&ags&but diambil alih dan
dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangannyarsesgtta menjadi bagian
dari dan telah masuk dalam putusan ini;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta  Selatan oNom
253/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel. tanggal 27 April 199@k{B T.l-1) jo Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 837/Pdt/1988ggal 29 Juni 2000
(Bukti T.I-2), telah dikuatkan dengan Putusan Mah&h Agung Republik
Indonesia Nomor : 12 K/Pdt/2003 tanggal 15 Febrz&®8 (Bukti T.I-3),
dengan demikian atas tanah yang terletak di JalanaR Sakit Cacad Veteran
01 RT.004 RW.12 telah ada keputusan yang tetapediam dipertimbangkan dan
diputuskan sebagai pemiliknya adalah Tergugat I;

Bahwa dalam yurisprudensi putusan Mahkamah AgungBip Indonesia,
Nomor: 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 dianatd&h hukum “Meski
kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama wlgmgrkara yang telah
diputus terlebih dahulu dan telah berkekuatan huketap maka gugatan
dinyatakan Nebis in Idem”;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangaebut di atas maka
menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakartatdal bahwa gugatan Para

Penggugat dalam perkara ini telah mengandung Nedois in Idem;
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Bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat | tentamggigun Para Penggugat Nebis
in ldem patut dikabulkan, maka Majelis Hakim tidadrlu mempertimbangkan
eksepsi yang lainnya dan mengenai pokok perkaraayas dinyatakan tidak
dapat diterima (Niet Ontcankelijke Verklard);

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatatedak dapat diterima
maka segala biaya yang timbul dalam perkara ineltibkan kepada Para
Penggugat;

Selanjutnya, dengan pertimbangan tersebut di aaas ndengingat ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majé¢sikim Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan, mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat | khusus tentang gong&tara Penggugat
dinyatakan Nebis in Idem.

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapainakter
Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkosangerkebesar Rp
1.231.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh saaRupiah).

Karena pada putusan Pengadilan Negeri ini diputublebis in Idem, maka kita

harus menelaah kembali putusan-putusan sebelunamgaberkaitan :

Tanggal 15 Februari Keputusan Mahkamah Agung Répubtonesia No.

12K/Pdt/2003 : Menolak permohonan kasasi dari parggugat

Tanggal 29 Juni 2000 Keputusan Pengadilan Tingdiarfa Perkara No.

837/PDT/1999/PT.DKI : Menguatkan putusan Pengadilageri Jakarta Selatan

No.253/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel

Tanggal 27 April 1999 Keputusan Pengadilan Negekiada Selatan Perkara

No0.253/ Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel yaitu :

1. Menyatakan bahwa bantahan Pembantah adalah benar

2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta ataBel
No0.147/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel. sepanjang yang mekyamanah sertifikat
Hak Milik No.389/Bintaro milik Pembantah
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3. Mengangkat Sita Jaminan sepanjang yang mengenah taertifikat Hak
Milik No. 389/Bintaro milik Pembantah yang terletdkJalan Rumah Sakit
Cacad Veteran ol, Rt.004, Rw.12, dengan batas :
Sebelah timur : tanah Pemerintah DKI Jakarta
Sebelah Utara : Pinggir kali Pesanggrahan
Sebelah Barat : Jalan RS. Cacad Veteran
Sebelah Selatan : Tanah Pemerintah DKI Jakarta

Dan sekelilingnya sudah dipagar tembok Pembatds Pdenbantah, yang telah

dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakagtat& dengan Berita acara Sita
Jaminan No.147/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel tertanggdLuRk4.997.
Dimana yang menjadi masalah pokok sengketa dalakanzeini adalah :

« Bahwa Pembantah adalah pemilik sebidang tanah sekayang sebagai obyek
sengketa, terletak di Jalan Rumah Sakit Cacad afetéd, Rt.004, Rw.012
Kelurahan Beli No.061/Agr/1964, yang dibuat Camabutat selaku Pejabat
Pembuat Akta Tanah/PPAT, Sertifikat Hak Milik No93Bintaro, asal membeli
dari D.A. Pradja.

« Bahwa Pembantah tidak pernah mengadakan hubundammhdengan para
Terbantah dan Para Turut Terbantah yang menyangkah milik Pembantah
tersebut dan juga Pembantah tidak pernah mengaguakah tersebut kepada
siapapun.

 Bahwa pada tanggal 24 Juli 1997 tanah milik Penabatérsebut disita jaminan
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan denganaBéwgara Sita Jaminan
No0.147/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel. yang dilaksanakamasarkan perintah dari
Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Salaiengan Surat Penetapan
No0.147/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel. tertanggal 14 J9i719

« Bahwa Penetapan Sita Jaminan tersebut adalah begddaspermohonan dari
Terbantah | s/d IX, yang pada saat itu sebagai Pargggugat dalam perkara
perdata No.147/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel. (Gugatarraatehmad bin Asill Cs.

Lawan Raja Panusuan Nasution Cs.)
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* Bahwa oleh karena tanah Sertifikat Hak Milik No.A#88@taro tersebut adalah
milik Pembantah, bukan milik para Terbantah maupara Turut Terbantah,
maka tidak ada alasan Pengadilan Negeri JakartdaBalntuk meletakkan Sita
Jaminan atas tanah milik Pembantah tersebut;

Dalam konpensi telah dipertimbangkan bahwa Pemban&éah berhasil
membuktikan dalil bantahannya sedangkan Terbantak/dl IX telah gagal
membuktikan sangkalannya.

Dimana yang menjadi bukti dalil bantahan dari Pamddaantara lain:

1. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.389/Bintaroskiekti Objek tanah sengketa
dalam perkara ini adalah milik Pembantah.

2. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 061/Agr/1964 tan@faluni 1964 yang dibuat
oleh Camat Ciputat selaku Pejabat Pembuat Akta WTRRAT terbukti tanah
tersebut diperoleh pembantah dengan jalan meméelDdA. Pradja.

3. Berdasarkan Pengumuman dari Kantor Pendaftaran h tamangerang
No0.162/Peng/2/1971 tanggal 25 Februari 1971 terthdtiwa Pembantah telah
mengajukan permohonan penegasan konversi kepadaleKé&@antor Agraria
Tangerang dan setelah melalui proses pengumumamae? bulan ternyata
tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohBaarerintah tersebut,
kemudian Permohonan Pembantah tersebut dikabulkan Bembantah
mendapat Sertipikat Hak Milik No.389/Bintaro.

4. Berdasarkan foto kopi sesuai dengan aslinya Sueierngan Pendaftaran
Tanah No0.861/1983 tanggal 23 April 1983 dari Wakkdakarta Selatan terbukti
pada tanggal 23 April 1983 tanah tersebut telalftickan Pembantah kepada
Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan.

5. Berdasarkan foto kopi sesuai dengan aslinya Tandam@ Pembayaran
No0.04/65/72, SPPT PBB tahun 1995, keputusan Menksruangan RI
No.70/WPJ.06/1996, No.Kep.0052/WPJ.06/KB/05/199htateg Pemberian
Pajak dan Bangunan terbukti Pembantah telah memISBRT kepada Kepala

Kantor pelayanan PBB Jakarta Selatan.
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6. Berdasarkan foto  kopi sesuai aslinya Penetapan aRI$dl
No0.147/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Juli 199Bukti Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan telah mengeluarkan penetapan asitingn atas objek tanah
sengketa milik Pembantah.

7. Berdasarkan foto kopi Berita Acara Sita jaminan.1¥@/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel
terbukti pada tanggal 24 Juli 1997 objek tanah Ilsetagmilik Pembantah itu
telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Nedeakarta Selatan yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Jurusita PengadiggeiiNtersebut.

- Tanggal 28 Oktober 1997 Keputusan Pengadilan Ndg&sdrta Selatan Perkara
No. 147/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel : Persengketaan aatahmad bin Asil Cs
melawan RP. Nasution. Yang tidak ada hubungannyagate APOEL
BATUBARA, tetapi pada keputusannya membuat sitaipam atas tanah milik
APOEL BATUBARA.

2. Pendaftaran Tanah Hak Milik Nomor 389/1972/Bint&o

Dalam Putusan PN No. 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yamgnjadi objek
sengketa adalah tanah yang terletak di Jl. Rum&it Sacad Veteran 01 Rt.004
Rw.12, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahaik Apoel Batubara yang
sudah didaftarkan dan memiliki bukti sertipikat haidik No. 389/1972/Bintaro,
dimana tanah tersebut diperoleh dengan jalan memae D.A. Pradja, dengan
Akta Jual Beli No. 061/Agr/1964 tanggal 30 Juni 49%ang dibuat oleh Camat
Ciputat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT.

Setelah membeli tanah tersebut, Apoel Batubaraudlean mengajukan
permohonan penegasan konversi kepada Kepala KaAtparia, Kabupaten
Tanggerang dan setelah melalui proses Pengumuniamaselua bulan, ternyata
tidak ada yang mengajukan keberatan permohonanAgerel Batubara tersebut,
sehingga permohonan tersebut dikabulkan dan ApomiubBra mendapatkan
sertifikat hak milik No. 389/Bintaro.
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Kegiatan pendaftaran tanah dengan mengajukan pemaa penegasan
konversi kepada Kepala Kantor Agraria dan setelafaln proses Pengumuman
selama dua bulan, ternyata tidak ada yang mengajlteberatan, sehingga
permohonan tersebut dikabulkan dan dikeluarkaneytifikat hak milik ini sesuai
dengan ketentuan pada PP No. 10 Tahun 1961 selmganinyatakan pada pasal 18
ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi :

1) Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu haktated di desa-desa
yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakararaetengkap dapat
pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk mekokan hak tersebut,
kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus dissikgm surat atau
surat-surat bukti hak dan keterangan. Kepala Desagy dikuatkan oleh
Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-sukti hak itu.

2) Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hagebta keterangan yang
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala idamendaftaran Tanah
mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di K&gpala Desa dan
Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-tukiglau dianggapnya
perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Dema Kantor Asisten
Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dap&fa] mengumumkan
dengan cara lain.

3) Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam agapésal ini tidak ada
yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanattibiukukan oleh Kepala
Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku tanahgyaersangkutan. Jika
ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pdadai Tanah
menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakig rpembenarkan
hak pemohon atas tanah itu.

Dengan demikian maka sertipikat dianggap sah dambmekan kepastian
hukum kepada pemegang hak atas tanah. Dalam ReraRemerintah diberikan
penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembsé&tigrikat, yang dinyatakan
sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Uittukiiberikan ketentuan bahwa
selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fidikn data yuridis yang
dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebdgta yang benar, baik dalam
perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengkd®argjadilan, sepanjang data
tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalah wwr dan buku tanah yang

bersangkutan, dan bahwa orang tidak dapat mentamtah yang sudah bersertipikat
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atas nama orang atau badan hukum lain, jika selem@atahun sejak dikeluarkan
sertipikat itu dia tidak boleh mengajukan gugatadgpPengadilan, sedangkan tanah
tersebut diperoleh orang atau badan hukum lairelatsdengan itikad baik dan
secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh ofaing atau badan hukum yang

mendapat persetujuannya.

3. Analisa Kasus sehubungan dengan perlindungan kum terhadap Pemegang
Sertipikat Hak Milik atas Tanah

Dalam kasus tersebut, apabila dikaitkan dengarlindungan hukum
terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tamdds|terlihat bahwa Sertipikat
Hak atas Tanah merupakan alat bukti yang kuat, s&api tidak mutlak. Meskipun
hak milik atas tanah sudah didaftarkan dan telalmpegoleh alat bukti berupa
Sertipikat Hak atas Tanah namun tetap tidak menk&mpungkinan adanya pihak
lain yang menuntut hak atas tanah yang sama. Sghikepemilikan Sertipikat atas
Tanah bukanlah merupakan jaminan bahwa tanah yamikdaman dari gugatan
pihak-pihak lain.

Bahkan apabila pihak lain dapat membuktikaatknya, maka kepemilikan
hak atas tanah dapat dicabut. Sehingga disini ls@bdddn pendaftaran tanah sifatnya
hanyalah administratif, karena pemilik tanah yawmga® terdaftar sifatnya tidak
absolut. Sertipikat tanah bukanlah alat bukti satwmnya/tidak tergoyahkan dan
karenanya harus dinilai tidak mempunyai kekuatakuhu yang mutlak. Hakim
dalam kasus sedemikian ini tentunya akan mencati @aikti lain yang menjadi
dasar/alas hak penerbitan sertipikat tanah sesergath ketentuan tentang upaya
pembuktian sesuatu soal menurut Hukum Acara Perdata

Pemilik Sertipikat Hak Milik No.389/Bintaro disirdigugat oleh pihak lain
dengan dasar memiliki SK KINAG atas tanah yang sdhmana pada kasus ini
hakim memutuskan bahwa gugatan para penggugat filZgdat diterima dan
mengabulkan eksepsi tergugat tentang gugatan gaggpgat dinyatakan Nebis In

Idem. Dengan menimbang bahwa dalam Yurisprudensispa Mahkamah Agung
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Republik Indonesia Nomor :1226 K/Pdt/2001 tangdalMei 2002 dianut kaidah

hukum “Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapieklsama dengan perkara
yang telah diputus terdahulu dan telah berkekudmakum tetap maka gugatan
dinyatakan Nebis In Idem”

Karena sebelumnya sudah ada kasus mengenai tamghsgana dan telah
diputus sampai tingkat Mahkamah Agung. Dimana pemegdSertipikat Hak Milik
No0.389/Bintaro telah dimenangkan dengan keputusakimh bahwa pemegang
sertipikat Hak Milik No.389/Bintaro sebagai pemtanberhasil membuktikan dalil
bantahannya terhadap para terbantah dengan kéentertipikat Hak Milik, Akta
Jual Beli oleh Camat Ciputat selaku Pejabat Pembdkta Tanah/PPAT,
Pengumuman dari Kantor Pendaftaran tanah, foto &epuai dengan aslinya Surat
Keterangan Pendaftaran Tanah, foto kopi sesuai ateraglinya Tanda Terima
Pembayaran SPPT.

Dalam kasus ini, dimana salah satu pihak mem#itipikat Hak atas Tanah,
terlihat bahwa sertipikat tersebut bisa menjadi alkti yang kuat bagi pemilik hak
atas tanah untuk mempertahankan hak atas tanahdyamikinya. Pada kasus ini
pemegang sertipikat hak atas tanah dapat tetap em&xhpnkan haknya dari gugatan
pihak lain melalui persidangan pada Pengadilan NleBengadilan Tinggi, sampai
penetapan Mahkamah Agung. Bahkan dapat dipertahasdapai adanya gugatan
lagi melalui Pengadilan Negeri. Pada dasarnya, hsisddnarusnya Sertipikat Hak
Milik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kudari pada hak lainnya yang
belum didaftarkan, kecuali dapat dibuktikan selvglik

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 PRAN®ahun 1997 serta
penjelasan dalam pasal-pasal tersebut, sertifd@ht diterbitkan untuk pemegang
hak agar pemegang hak dengan mudah membuktikarydasebagai tanda bukti
hak, pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 mempertegasabsbntifikat berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat. Alat pembuktian mengelaa fisik dan data yuridis
yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik data yuridis tersebut sesuai

dengan data yang ada dalam surat ukur dan bukh yeamg bersangkutan.
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Ketentuan mengenai alat-alat bukti hak atas taratunut Pasal 23 dan Pasal 24
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mensgaraddanya alat bukti
kepemilikan hak atas tanah secara tertulis atamyptan tertulis dan melalui
penguasaan tanah secara nyata dengan itikad aiktkiitn dengan keterangan saksi-
saksi dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakatrhidat setempat, hal ini sesuai
dengan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perglatey mengatur bahwa
suatu hak dapat dibuktikan dengan :

a. alat bukti tertulis;

b. alat bukti saksi-saksi;
c. alat bukti pengakuan;
d. alat bukti sumpah.

selanjutnya kewenangan menilai suatu alat buktidtak tanah dipegang hakim
pengadilan berdasarkan kebenaran formil seluaspeakpemeriksaan terhadap alat
bukti hak atas tanah yang diperkarakan terseblatmsetidak melampaui batas-batas
yang diperkarakan, tetapi kepada luas dari pensaiksleh hakim.

Pada kasus ini pemegang sertipikat hak milik dimgkan dengan berdasarkan
pada kepemilikan Sertipikat Hak Milik yang dianggapbagai bukti yang kuat
kepemilikan atas tanah. Meskipun dalam kasus intptap harus didukung dengan
bukti-bukti lainnya seperfAkta Jual Beli oleh Camat Ciputat selaku Pejabatliteat
Akta Tanah/PPAT, Pengumuman dari Kantor Pendaftéaaah, foto kopi sesuai
dengan aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Té&talkopi sesuai dengan aslinya
Tanda Terima Pembayaran SPPT.

Dari setiap kasus sengketa atas tanah, jelas akarpidak yang dirugikan,
karena pasti ada pihak yang dimenangkan. Hal ialahdkonsekuensi pengakuan
negara terhadap hak atas tanah seseorang sehieggea rwajib memberi jaminan
kepastian hukum terhadap hak atas tanah terselingge lebih mudah bagi
seseorang untuk mempertahankan haknya terhadagugangihak lain.

Dimana pada awalnya kasus ini terjadi karena tiad#nya batas-batas yang
jelas. Yang mana seharusnya tidak terjadi apabdmusa pihak melakukan

pendaftaran terhadap tanah yang dimiliki, dimanalapgrosesnya dilakukan
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pengukuran dan pembatasan tanah yang didaftar. Wil pengukuran dan
pembatasan tersebut terdapat dalam buku tanahdypegang pemilik sertipikat atas
tanah.

Jika setiap pemilik hak tanggap dan memanfaatkasegr pensertipikasian
tentunya hal tersebut dapat dieliminasi atau dikgitaDalam hal ini penggugat
seharusnya dapat mengajukan keberatan pada saas permohonan hak atas tanah

diumumkan.
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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 389/1972/Bimtatelah melakukan tata cara
pendaftaran tanah sesuai prosedur yang dintentdeéam undang-undang
untuk memperoleh sertipikat hak milik atas tanahirsgga sertipikat hak
milik tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai alatti yang kuat.

2. Meskipun Indonesia menganut sistem publikasatigeglimana sertipikat hak
milik atas tanah adalah bukti yang kuat, bukan ibgddttg mutlak. Akan tetapi
pemilikan sertipikat hak milik atas tanah dapat renkan kekuatan
kepastian hukum bagi pemiliknya. Karena dalam peihaa sertipikat hak
milik adalah alat bukti yang kuat selama penggtigak dapat membuktikan

sebaliknya.

B. Saran

1. Penting bagi setiap pemilik hak atas tanahluségera mendaftarkan haknya

dan memiliki sertipikat hak atas tanah.
2. penting bagi pemerintah untuk memasyarakatkam deenggalakkan

pendaftaran tanah bagi semua pemilik tanah, sehirggtanya kepastian

hukum bagi para pemilik tanah.
3. Sangat penting pengukuran tanah sehingga batas-tanah masing-masing

pihak yang terdapat dalam surat ukur pada bukihtarasing-masing pemilik

menjadi jelas.
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F;h‘! ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

el Pengad lan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili
: \ pe?k;ra-ppmara perdata pada tingkat oertama, telah menjatuhkan putusan
T ;gbagal berikut dibawah ini dalam perkara antara :

4.  MUSLIH bin MOSAIM (Anhli wars dari Almarhum NOSAIM) alamat .
Bintaro RT.004 RW.010 ¥elurahar Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan,
Jakaria Selatan, urtuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 1 ;

#. AMID bin SARIP (Ani waris dad Almarhum SARIP), alarmai : Bintaro
RT.604 RW.010 Kelurahan Bintaro. Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta
Seiatan, uniuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT Il ;

BARUDIN bin DIPAH {Ahli waris dai Almarhum DIPAH) alamat :
Jelugang RT.008 RW.012 Kelurahan .elupang, Kecamatan Serpong
Utara, Tangerang, Banten, untuk zelanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT iii ;

ROHMAN bin SURING {4hli waris dari Aimarhum SURING), alamat : Kp.
Pondok Belimbing RT.005 RW.03 Jurang Mangu Barat, Pondck Aren,
Tangerang, Banten, untuk seianjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV ;
M. NASIR bin M. ABD. KADIR (Ahli waris dari Almarhum ABD. KADIR),
aiama: . Porndok Ranji RT.0G1 RW.04 Desa Pondok ranji, Kecamatan
Ciputat, Tangerang. Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMGGBUGAT V, untuk seianjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V ;

Ahii Waris almarbum APOEL BATU BARA yaitu NY. HAFNi ADRIANA
BATUBARA, IRMA SRI BATUBARA,' ADRi NATANIEL BATUBARA,
ketiganya bertempat tinggal di Jalan Guntur No.15 RT.0013 RW.05,
Kelurahan Pasar Manggis. Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk
selanjutnya disebut sebagal TERGUGAT | ;

Kepzla Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (BPN) Tangerang
beralamat di Komplek Perkantcran Pemda Tkl Tangerang, untuk
selanjutnya disebut sebagat TERGUGAT il ;

Nzl 4 dari 47 Putusan No: 27/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Kepastian hukum..., Putri Asih Fabiola, FHUI, 2012



	Halaman awal
	Abstrak
	Daftar isi
	Bab I
	Bab II
	Bab III
	Daftar Pustaka
	Lampiran

